
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1046, 2022 KEMENHUB. Sertifikasi Pengoperasian Pesawat 

Udara. Kegiatan Angkutan Udara. Peraturan 

Keselamatan Penerbangan Sipil. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR PM 33 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 119  

TENTANG SERTIFIKASI PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA 

UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan penerbangan dalam 

pengoperasian Pesawat Udara, perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap ketentuan sertifikasi 

pengoperasian Pesawat Udara, serta mengakomodir 

pengaturan sertifikasi pengoperasian Pesawat Udara 

tanpa awak dan pengoperasian Pesawat Udara asing 

dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas; 

b. bahwa beberapa ketentuan mengenai tata cara dan 

prosedur sertifikat operator Pesawat Udara dalam 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 

2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan 

Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk 

Penerbangan Komuter dan Charter serta Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 

(Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang 

Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi 
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Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan 

Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan 

Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating 

Requirements: Domestic, Flag and Supplemental Air 

Carriers) serta peraturan perubahannya sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, 

sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan 

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 tentang 

Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara untuk Kegiatan 

Angkutan Udara; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 815); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN 

KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 119 TENTANG 

SERTIFIKASI PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA UNTUK 

KEGIATAN ANGKUTAN UDARA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Sertifikasi adalah suatu proses dan prosedur 

terdokumentasi untuk memastikan setiap orang yang 

mengoperasikan Pesawat Udara untuk kegiatan 

Angkutan Udara telah memenuhi ketentuan persyaratan 

dan standar. 

2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat 

terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi 

udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap 

permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.  

3. Pesawat Terbang adalah Pesawat Udara yang lebih berat 

dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan 

tenaga sendiri.  

4. Helikopter adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari 

udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh 

mesin. 

5. Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft 

System/UAS) adalah sebuah mesin terbang yang 

berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang 

(pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri 

dengan menggunakan hukum aerodinamika.  

6. Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak 

(Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator 

Certificate) adalah sertifikat yang diberikan kepada orang 

atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan 

Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft 

System/UAS) sesuai dengan standar yang ditetapkan 

oleh Menteri. 

7. Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak adalah Pesawat Udara 

Kecil Tanpa Awak dengan berat sama atau kurang dari 

55 lbs (25 kilogram) termasuk segala sesuatu yang ada di 

dalam pesawat. 
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8. Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh 

(Remotely Piloted Aircraft System) adalah Pesawat Udara 

yang dikendalikan dari jarak jauh dimana stasiun 

kendali jarak jauh, tautan kendali dan perintah yang 

dibutuhkan, dan komponen lainnya sesuai dengan 

desain tipe. 

9. Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak adalah sistem 

Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dan elemen terkait 

termasuk jalur komunikasi dan komponen pengendali 

Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak yang diperlukan untuk 

pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak secara 

aman dan efisien dalam sistem ruang udara nasional. 

10. Izin Khusus adalah izin pengoperasian Pesawat Udara 

asing dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas.  

11. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan 

menggunakan Pesawat Udara untuk mengangkut 

penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan 

atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang 

lain atau beberapa bandar udara. 

12. Angkutan Udara Niaga adalah Angkutan Udara untuk 

umum dengan memungut pembayaran. 

13. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah Angkutan Udara 

yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri 

yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha 

pokoknya selain di bidang Angkutan Udara. 

14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang transportasi. 

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Udara. 

16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 

 

BAB II 

SERTIFIKASI PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA 

Pasal 2 

(1) Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara untuk 

kegiatan Angkutan Udara wajib memiliki sertifikat yang 

diterbitkan oleh Menteri. 
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(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. sertifikat operator Pesawat Udara, yang diberikan 

kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan 

Pesawat Udara Sipil untuk Angkutan Udara Niaga; 

atau 

b. sertifikat pengoperasian Pesawat Udara, yang diberikan 

kepada orang atau badan hukum Indonesia yang 

mengoperasikan Pesawat Udara Sipil untuk Angkutan 

Udara Bukan Niaga. 

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. 

 

Pasal 3 

(1) Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara Tanpa 

Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) untuk kegiatan 

Angkutan Udara Niaga atau Angkutan Udara Bukan Niaga 

wajib memiliki Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara 

Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS 

Operator Certificate). 

(2) Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft 

System/UAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

wajib memiliki Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara 

Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS 

Operator Certificate) untuk: 

a. Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh 

(Remotely Piloted Aircraft System); dan 

b. Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak yang 

dipergunakan untuk kegiatan Angkutan Udara niaga. 

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. 

(4) Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak 

(Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator 

Certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat 

menjadi bagian dari sertifikat operator Pesawat Udara atau 

sertifikat pengoperasian Pesawat Udara yang telah dimiliki 

sesuai dengan Perizinan Berusaha Angkutan Udaranya. 
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Pasal 4 

Setiap Orang yang mengajukan permohonan untuk mendapat 

sertifikat operator Pesawat Udara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan: 

a. memiliki perizinan berusaha Angkutan Udara Niaga; 

b. memiliki dan menguasai Pesawat Udara dengan jumlah 

tertentu sesuai dengan Perizinan Berusaha Angkutan 

Udara Niaga yang dimiliki; 

c. memiliki dan/atau menguasai personel Pesawat Udara 

yang kompeten dalam jumlah rasio yang memadai untuk 

mengoperasikan dan melakukan perawatan Pesawat 

Udara; 

d. memiliki struktur organisasi paling sedikit di bidang 

operasi, perawatan, keselamatan, dan jaminan kendali 

mutu; 

e. memiliki personel manajemen yang kompeten yang 

bertanggung jawab terhadap kegiatan keselamatan, 

operasi dan perawatan Pesawat Udara serta telah 

dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan; 

f. memiliki pedoman organisasi pengoperasian dan 

pedoman organisasi perawatan; 

g. memiliki program perawatan Pesawat Udara; 

h. memiliki pedoman sistem manajemen mutu untuk 

mempertahankan kinerja operasi dan teknik secara terus 

menerus; 

i. memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan; dan 

j. memiliki program keamanan Angkutan Udara yang telah 

mendapat pengesahan. 

 

Pasal 5 

Setiap Orang yang mengajukan permohonan untuk mendapat 

sertifikat pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, harus memenuhi 

persyaratan: 

a. memiliki perizinan kegiatan Angkutan Udara Bukan 

Niaga; 

b. memiliki atau menguasai Pesawat Udara; 
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c. memiliki atau menguasai personel operasi Pesawat Udara 

dan personel ahli perawatan Pesawat Udara; 

d. memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara; 

e. memiliki program perawatan Pesawat Udara; dan 

f. memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu 

kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan 

nasional. 

 

Pasal 6 

Setiap Orang yang mengajukan permohonan untuk mendapat 

Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak 

(Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) 

harus memenuhi persyaratan: 

a. memiliki perizinan berusaha Angkutan Udara Niaga atau 

perizinan kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; 

b. memiliki dan/atau menguasai Pesawat Udara Tanpa 

Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) dengan jumlah 

tertentu sesuai dengan yang tertulis di dalam lampiran 

perizinan berusaha atau perizinan kegiatan Angkutan 

Udara; 

c. memiliki dan/atau menguasai personel operasi Pesawat 

Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) 

dan/atau personel ahli perawatan Pesawat Udara Tanpa 

Awak (Unmanned Aircraft System/UAS); 

d. memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara Tanpa 

Awak (Unmanned Aircraft System/UAS); 

e. memiliki standar perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak 

(Unmanned Aircraft System/UAS); dan 

f. memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu 

kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan 

nasional. 

 

Pasal 7 

Proses penerbitan sertifikat operator Pesawat Udara, sertifikat 

pengoperasian Pesawat Udara, dan sertifikat pengooperasian 

Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft 

Systems/RPAS Operator Certificate) sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan melalui sistem Online 

Single Submision (OSS) dan dilakukan verifikasi oleh Direktur 

Jenderal. 

 

Pasal 8 

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 9 

(1) Pemegang sertifikat pengoperasian Pesawat Udara atau 

sertifikat operator Pesawat Udara yang diterbitkan 

berdasarkan Peraturan Menteri ini, dapat mengajukan 

permohonan Izin Khusus kepada Direktur Jenderal. 

(2) Pengoperasian Pesawat Udara asing sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam keadaan 

tertentu dan dalam waktu terbatas.  

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. tidak tersedianya kapasitas Pesawat Udara di 

Indonesia; 

b. tidak tersedianya jenis atau kemampuan Pesawat 

Udara Indonesia untuk kegiatan Angkutan Udara; 

c. bencana alam; dan/atau 

d. bantuan kemanusiaan. 

(4) Dalam waktu terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) merupakan waktu pengoperasian Pesawat Udara sipil 

asing dibatasi sampai dapat ditanggulanginya keadaan 

tertentu oleh Pesawat Udara Indonesia. 

 

Pasal 10 

(1) Permohonan Izin Khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) kepada Direktur Jenderal dapat 

dilakukan secara tertulis. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disertai dengan pemenuhan persyaratan berupa: 
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a. salinan sertifikat Kelaikudaraan yang masih 

berlaku; 

b. salinan sertifikat pendaftaran yang masih berlaku; 

c. salinan sertifikat stasiun penerbangan di Pesawat 

Udara (aircraft aeronautical station license); 

d. salinan sertifikat operator Pesawat Udara atau 

sertifikat pengoperasian Pesawat Udara dari negara 

tempat pendaftaran Pesawat Udara dan spesifikasi 

operasi tipe pesawat yang akan digunakan, yang 

masih berlaku; 

e. salinan sertifikat operator Pesawat Udara atau 

sertifikat pengoperasian Pesawat Udara badan 

hukum Indonesia yang mengajukan izin yang masih 

berlaku; 

f. salinan bukti asuransi Pesawat Udara; 

g. salinan lisensi dari personel Pesawat Udara yang 

melakukan pengoperasian dan perawatan Pesawat 

Udara;  

h. salinan perjanjian antar pemegang sertifikat 

operator Pesawat Udara atau sertifikat 

pengoperasian Pesawat Udara, yang mengatur 

mengenai pelimpahan pengawasan teknis; dan 

i. surat rekomendasi/permohonan dari instansi terkait 

yang membutuhkan. 

(3) Izin Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat informasi: 

a. nama pemegang sertifikat yang diberikan Izin 

Khusus; 

b. keadaan tertentu yang diberikan; 

c. tipe Pesawat Udara dan registrasi yang digunakan; 

d. negara tempat Pesawat Udara terdaftar; 

e. area operasi: 

f. masa pengoperasian: dan 

g. kewajiban dan batasan pemegang sertifikat. 

(4) Dalam hal persetujuan Izin Khusus telah diberikan, 

pemegang Izin dapat mengajukan permohonan 

amandemen spesifikasi operasi kepada Direktur 
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Jenderal. 

(5) Tata cara permohonan, persyaratan dan pemberian Izin 

Khusus dan amandemen spesifikasi operasi ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal. 

 

Pasal 11 

(1) Dalam hal keadaan darurat yang membutuhkan Izin 

Khusus secepatnya, pemegang sertifikat dapat 

mengajukan permohonan melalui sarana komunikasi 

berupa panggilan telepon, surat elektronik, short 

message service, atau bentuk komunikasi lain yang 

memungkinkan dilakukan secepatnya. 

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Direktur Jenderal dapat memberikan 

persetujuan atau penolakan melalui sarana komunikasi 

berupa panggilan telepon, surat elektronik, short 

message service, atau bentuk komunikasi lain yang 

memungkinkan dilakukan secepatnya. 

(3) Pemegang sertifikat harus tetap mengajukan 

permohonan secara tertulis dalam waktu 24 (dua puluh 

empat) jam setelah izin diberikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 

 

Pasal 12 

Pemegang sertifikat pengoperasian Pesawat Udara atau 

pemegang sertifikat operator Pesawat Udara yang mengajukan 

permohonan Izin Khusus harus memiliki pengalaman yang 

setara dengan jenis pesawat, jenis operasi, dan/atau otorisasi 

yang akan dilakukan pada spesifikasi operasinya. 

 

Pasal 13 

Setiap pemegang sertifikat operator Pesawat Udara, sertifikat 

pengoperasian Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian 

Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft 

Systems/RPAS Operator Certificate), dan pemegang Izin Khusus 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 10, 

wajib: 
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a. mempertahankan persyaratan Sertifikasi sebagaimana 

diatur di dalam Peraturan Menteri ini; 

b. melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan 

sertifikasinya; 

c. melaksanakan ketentuan di dalam spesifikasi operasi 

(operation specification); 

d. melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur 

manual operasional yang telah disahkan; 

e. melaksanakan kegiatan perawatan sesuai dengan manual 

perawatan yang disahkan; 

f.  memberi akses kepada Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara untuk melakukan pengawasan; dan 

g. menunjukkan sertifikat dan spesifikasi operasinya di 

Pusat Kegiatan Operasi Penerbangannya. 

 

BAB III  

PENGAWASAN 

 

Pasal 14 

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kewajiban pemegang sertifikat operator 

Pesawat Udara, sertifikat pengoperasian Pesawat Udara atau 

Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak 

(Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator 

Certificate), dan pemegang Izin Khusus.  

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui: 

a. audit; 

b. inspeksi;  

c. pengamatan (surveillance); dan 

d. pemantauan (monitoring). 

(3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 
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BAB IV 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 15 

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14, pemegang sertifikat operator Pesawat 

Udara, sertifikat pengoperasian Pesawat Udara atau 

Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak 

(Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator 

Certificate), dan pemegang Izin Khusus yang melanggar 

ketentuan Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi 

administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembekuan; 

c. pencabutan; dan/ atau 

d. denda administratif. 

 

Pasal 16 

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15, dapat diberikan kepada pemegang sertifikat 

operator Pesawat Udara, sertifikat pengoperasian Pesawat 

Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa 

Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator 

Certificate), dan pemegang Izin Khusus, dalam hal: 

a. pelanggaran berpotensi membahayakan keamanan 

dan/atau keselamatan Penerbangan; atau 

b. tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil 

pengawasan. 

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi 

terhadap pelanggaran ketentuan peraturan di bidang 

penerbangan. 

 

 



2022, No.1046 
-13- 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: 

(1) Pemegang sertifikat operator Pesawat Udara wajib 

menyesuaikan ketentuan terkait persyaratan sistem jaminan 

kendali mutu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 

Peraturan Menteri ini diundangkan. 

(2) Sertifikat operator Pesawat Udara yang telah dikeluarkan 

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku 

sampai dengan masa berakhirnya sertifikat tersebut. 

 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: 

(1) Pemegang sertifikat pengoperasian Pesawat Udara wajib 

menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 

Peraturan Menteri ini diundangkan. 

(2) Sertifikat pengoperasian Pesawat Udara yang telah 

dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, 

tetap berlaku selama masih melakukan kegiatannya. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 19 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan 

yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri 

Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 

21, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Sub 

Bagian A mengenai Ketentuan Umum dan ketentuan Sub Bagian 

B mengenai ketentuan Sertifikasi dalam Lampiran Keputusan 
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Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang 

Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan 

Udara untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Kesepuluh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 

tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan 

Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk 

Penerbangan Komuter dan Charter (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1099), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Sub 

Bagian A mengenai Ketentuan Umum dan ketentuan Sub Bagian 

B mengenai ketentuan Sertifikasi dalam Lampiran Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil 

Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-

Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan 

Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional 

dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and 

Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air 

Carriers) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

512), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2017 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan 

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety 

Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi 

dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan 

Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara 

Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating Requirements: 

Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1097), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 22 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 Oktober 2022 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Oktober 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 
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I 19.2 DeOnlsl 
Dalam PKPS Bagla.n 119 lnl yang dtmaksud dengn.n: 
a Angkutan Udam Do.lam Negert l1dnl4h kegjnton Angkutan Udam 

Nlaga untuk melayanl Angkutan Ud.~m dart satu bandar udarn 
kc bandar udam Iatn di clalam wilayah Negara Kesatuan 
Republlk lndanesla. 

b. Angkutan Udam Luar Negert adalah keglaton Angkutnn Ud.~m 
Nlaga untuk melayanl Angkutan Udam dart saru bandnr udam 
di dalnm negert kc bondar udam laln di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan ubaliknya. 

c Operas! Domestlk adalah keglatan Angkutan Udam Nlagn 
berjndwal dalarn negert yang menggunakan Pesawat Terbang 
dengan kapasltas kursl leblh dart 19 penumpang. atau Bernt 
Makslmum nnggal Landas (Maximum Take Off Weight/ 
MTOW) lebih dart !1700 kg 

d Opemsl Nasional adalah keg!atan Angkutnn Udaro Nlaga 
berjadwal dalam dan luar negert, atau luar negert yang 
menggunakan Pesawat Terbang dengan kapasltos kursl leblh 
dart 19 penumpang. atau Bernt Makslmum Tinggal Londas 
(Alaximum Take Off Weight/ MTOW) leblh dart !1700 kg 

e. Operas! Suplemen adalnh keglatan Angkutan Udara Nlaga 
Berjndwnl atau Tidak Berjadwal dalnm negert dan/atau luar 
negert untuk kargo yang menggunakan Pesawat Udam 
dengnn Bernt Makslmum Tinggal Landas (Mnxtmum Take orr 
Weight / ~!TOW) lebth dart !1700 kg. atau keg!atan Angkutan 
Udam Nlaga Tidak Berjadwal dalam negert dan/111au luar 
negert untuk penumpang yang menggunakan Pesawat Udam 
dengnn kapasltas kurs! leblh dart 30 penumpang 

r Operas! Komuter adalah keglatan Angkuton Udo.m Nlaga 
berjadwal dalarn negert dan/atau luar negert yang 
menggunakan Pesnwat Terbang dengnn kapasttaa kursl tldak 
leblh dart 19 penumpang, atou Bera, Mnkslmum Tinggal 
Landas (Maxim11m Take Off Weight/ MTO\l!) ttdak lebih dart 
!1700 kg. atau menggunakan Helikopter. 

g. Operas! Caner adnlah keglatan Angkutnn Udo.m Nlnga tldak 
berjadwal dalam negert dan/atau luar negert yang 
menggunakan Pesawat Terbang dengnn kapasltos kursl tldnk 

I 19.1 Pemberlakuan 
PKPS Baglan I 19 lnl beriaku untuk: 
o Settap Orang vnnR akan mengoperastkan """4wat Udara dan 

dlwallbkan memlllkl S..rti0k111 PenJ!Op<raslan Pesawat Udara 
fOperarinq Cerri(,mte IOCII, S.,rtlfikat Operator Pesawat Udam 
IAir Operator Certi(u::au, IAOCI), dan/ntau S..rtlfikat 
PenJ!Operoslan l'Hawat Udnm Tanpa Awak IRemote/11 Pi1oted 
Airrm/1 5,istem/RPAS Opemtor Certifu:atej usual denll,111 
perlzlnan berusahanyn; dan 

b pemegang S.,rtlftkat Pengoperasla.n Pesawat Udara (Operating 
Certificate (OC)I, S..rtiOkat Operator """4wat Udam fAir 
Opem1or Certi(,cate IAOCI), dan/atau S..rtlfikat PenJ!Opemslan 
Pesawat Udam Tanp(l Awak IRemotel11 Piloted A,rrra(I 
S1Jsrem/RPAS Operator Certi(UXJr,t. 

SUBBAOIAN A 
KETENn.lAN UMUM 
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Persyamtan Senlfikasl dan Lnmngan: Umum 
a. Setlap omn11 dilamnJ! melakukan kel!!at'1n An11kuton Udam 

tanpa atau melanJWU' sertlfikal don speslflknsl opemsl terkatt 
ynn11 mnsih berlaku dan dikeluarkan berdasarkan bnl(lnn Int. 

b. Setlap omn11 vru>I! menROpemslkan Pesawat Udarn untuk 
keatato.n An_szkutan udara Nlaan. harus memaruhl persvarntan 
Sertlflkasl dan speslflkasl operas! dalam sub ba11ian B, dan 
harus rnelakukan: 
I. Opemsl Oomestlk sesual dengan persyamtan ynng 

berlaku dalarn PKPS bagtan 121, dan akan dlterbitkan 
speslflkasl opemsi untuk keglatan tersebut sesunl 
dengan persyarman, 

2. Opemsl Naslonlll sesunl den11an persvarntan vnn11 
berlaku dalam PKPS bnl!fnn 121, dan akan dllerbitkan 
speaifikasi opero.sl untuk kegjatan tersebut aesuaJ 
denJ!"n pen1ynrotan. 

3. O~msl Suplemen sesunJ denaan ~rsyaro.tnn vnna 
berlaku dlllom PKPS bnl!fnn 121, dan akan dlterbitkan 
speaifikasi operas( untuk kegiatan tersebut aesuaI 
dengnn persynrotan. 

leblh darl 30 penumpang, atau Bera, Mnkslmum nngg"I 
Landas (Mrudmum Take Off Weight / MTOW) ndak lebih dart 
!1700 kg, atau menggunakan Hellkopter. 

h Speslflkasl Opemsl adalah dokumen yang dlterbitkan oleh 
Direktornt Jendeml Perhubung'1n Udarn yang merupakan 
lamplmn dart sertlflkat yang memuat lnfonnasl mengenal 
otorisasl, persyamtan clan limltasi operator penerbangan. 
Monwil Perusnhaan odalah semua pedomnn dalam perusahaan 
paling aedildt mellpud pedoman slstem rnanajemen muru, 
pedoman ststem manaj<,men keselamatan, pedoman organlsasi 
pengopemslnn (Opemtion Manual/OM), dan pedoman orgru,isasi 
pemwaton (Company Maintenance Manual/CM?.1) 

j. Pe,jonjlan IVet Lease adalah pe,jonjlan antarn penyewn dan ynng 
menyewn (pemegang sertfflkat, perusahaan Angkuton Udaro 
aslng, atau omng aslng) untuk sebuah pesawat dengan 
minimum I piloL 

le. Llsensl ndnlah ndruah sumt bin ynng diberikan kepada 
seseomng ynng telah memenuhi persyamton tenentu untuk 
melakukan pekeljaan dJ bldangnyn dalam jangka waktu tenentu. 
M"rek Jnsa adalah Merek yang terdaftar ynng digunakan pada 
jaM yang dlperdaganglcln oleh seseorong atau bebernpa orang 
seeara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan 
dengnn jasn sejenlll lainnyn. 

m l'\?sawot Udam SipU Aslng odalah Pesawat udern yang 
dlgunakan untuk kepentlngan Angkutan Udaro nlaga dan bukan 
nlaga ynng mempunynl tanda pendaftamn dan tanda 
kebnngsaan negnm aslng. 

n Pem~ng Senlflkat adalah pemegang SenlflkaL Pengoperaslan 
l'\?sawat Udam, Senifllmt Operator Pesawat Udam, amu 
Seniflkat Pengopemslan l'l,s..~wat Udaro Tanpo Awak (Remotely 
Piloted Aircmjl Systems/ RPAS Operator Cenijicaufj. 

o. Dtrektur odalah Dtrektur Kela.ikudaronn dnn Pengoperaslan 
l'\?sawatUdam. 

119.3 
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Sfstem Atanajemen ~sel.nmatan 
a, P,,meJlanJl Sertlflknt dart bal!lan lnl hnrus mempunyal slstem 

manajemen keselamatan yan2 memenuhl persyarntan 
P,,ratumn Keselamatan Penerbangan Slpll (PKPSJ Ballian 19 
dan telah dlserujul oleh Dlrektur Jenderlll. 

b. Slstem manajemen keselamatan sebagatrnana dtrnaksud 
dalam huruf a, harus tercnntum seeara tertulls pada: 
IJ pedornan slstem manaJemen keselamatan untuk 

pemegang sertlflknt operator P,,sawat Udam; 
2) standar pengoperaslan P,,sawBt Udara untuk pemegang 

sertillknt pengoperaslan Pesawat Udara; dan 
3) standar pengoperoslan P,,sawat Udara Tanpa Awak 

(Unmanned Aircraft System/UASJ untuk pemegang 
sertillknt penl!')pernslan P,,sawat Udam Tnnpa Awak 
(Remotel11 Pr1o<ed Aircraft S11stems/ RPAS ~rator 
Cerrif,"cate). 

c. Setlap orang y.,ng mengajuknn permohonan senlflkat kepada 
Dlrektur Jenderol harus mendemonstraslkan, sebagal baglan 
dari proses Senlfikasi sesual bagi11n 119.35, bahwa memllikt 
sistem manajemen ke~lnmatan yang memenuhl stnndo.r yn.ng 
dltetapkan di dlllom PKPS Baglan 19 dan telah dlsetujul oleh 
Dlrektur Jenderlll. 

-1. Operas! Komuter sesual dengan persyaratan y.,ng 
berlaku dalarn PKPS bagtcn 135, dan aknn dlterbltkan 
spesllikMI operas! untuk kegiatnn tersebut sesual 
dengan persyaratan, 

5. Operas! Caner seeuat dengan persyararan y.,ng berlaku 
dnlam PKPS bal!lnn 135, dnn nko.n dlterbltkan spesillknsl 
opemsl untuk keJ{latan tersebut aesua] dengan 
persynmta.n. 

c. Setlap omn)l yan)l melakuknn kell!ntan An)lkutan Udrun 
Buknn NlnRa, hnrus mematuhl persyarata.n Sertlfikasl dan 
speslflkasl operasl di sub bal!lan B, dan harus melnkukan 
opernslnyn sesuat dengnn persynratan yang berlaku dalam 
PKPS baglan 91, dan akan dlterbitkan speslfiknsl opemsl 
untuk kegiatan tersebut sesual dengan persyarntan. 

d. Setlap omn)l yan)l melakukan penl!')pernslan Slstem Pesawnt 
Udara vanR Dlkendallknn Jarak JBuh (Remotel!, Piloicd Airr:mfl 
~tfflll dan/atau Slstem ""5awat Udam Kecll Tnnpo Awak vanJl 
dlperJ!Unnko.n unruk kewatan An)lkutnn Udara nlaQ? harus 
mematuhl persyaratan Senlflknsl dan spesillknsl operasl di 
sub baS[lan 8, dan harus melakukan opernsinyn sesual 
dengan persyamtan ynng dltenrukan oleh Dlrektur Jenderal 
berdasarknn penllalan rislko, dnn akan dlterbltkan speslfikasl 
operosl untuk kegtaton tersebut usual dengan persyarnta.n. 

e. P,,megang Sertlflkat Operator ""5awat Udara atau Sertlllknt 
P,,ngoperaslan P,,sawnt Udam dapat mengajukan 
permohonnn untuk Jenls opernsl sebagalmana dlmaksud 
dalam huruf d dan harus memenuhl persvaratan Sertlfikasl 
dan spesillknsl operasl di sub bal!lan B. 

r. P,,meJlanR Sertifiknt tldnk dapat menl!')pemslkan atau 
mencantumknn P,,sawat Udara pada spesillkasl operaslnya 
untuk P,,sawat Udam yan)l telah tercantum p.'ldn speslflknsl 
opernsl vanR dlkelunrknn untuk pemeJlanl! serttflkat laln, 
keeuall atas persetujuan Dlrektur Jendeml. 

119.7 
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119.13 Kewenangan Pengawasnn 
Olrektur Jendeml rnelakukan pengawason dalam rnenenrukan 
kepatuhan terhadap Sertlfikasl dalarn Peroturon Menter! lnl. 

119.11 PenRRUnaan Merek J:.,sn 
a. Pem"l!ana Sertlfiknt Operator Pesawat Udaro (Air Operator 

Certificate (AOCI), dan Senlfikat Penl!<)peroslan Pesawat Udaro 
Tanpa Awak (Remote/11 Piloted Aircraft Sustem] RPAS Operator 
Certificate! hanva dapat menl!<)peroslkan Pesawot Udaro 
menggunakan Merek Jaso ynng tercanrum dalam speslfikasl 
operoslnyo. 

b. Tldak seorongpun ynng dapat mengopernslkan Pesownt Udam 
seeuat Baglan lnl kecualt nama pemegang sertlflkat yang 
mengoperastkan Pesawat Udaro, tertera dengan [elas di 
Pesawat Udnro dan terllhat felas dan dapat dlbaca oleh orana 
vnna berdlrl di luar Pesowat Udam setlap saat keeualt selama 
penerbangan, 

c, Ketentua.n menaenaJ tata cam menampllkan nama di Pesawnt 
Udaro dan keterbacaannva dltetapkan oleh Olrektur Jendeml. 

119.9 Slstem J11mln11n Kendall Mutu 
a, Pemegnng Senlftlmt Operator Pesownt Udam (Air Operator 

Certificate (AOC)) dart bagian inl harus menetapkan slstem 
jamlnan kendall rnuru untuk memasukan kepatuhan 
terhadap semua persyomtan, srandar, dan prosedur yang 
berlaku, unruk memastllmn pntktlk operaslonal Pesawnt 
Udaro yang aman dan lalk udara. 

b. stsrem jamlnan kendall muru operator setldaknya hnrus 
mencakup: 
I. garis tanl!illng Jawnb dan alcuntobllltas yang Jelas di 

seluruh Uni; 
2. deskrtpst tentang Rloson don prlnslp-prlnslp opemtor 

seam, keseluruhan sehubungan dengan kendall muru, 
yang dlsebut sebagal Kebljokan Kendall Mutu: 

3. -memlliki personel yang terlatlh dan kompeten untuk 
melalcukan tugasnya; dan 

-1. fungsl untuk memasnkan keparuhan terhadap 
persyaratan yang relevan termasuk slstem umpan ballk 
dart temuan kepada manajer yang bertanl!l!llng jawab 
untuk memastlkan lmplementast tlndakan perbalkan 
yang efektlf. 

c, Slstem jamlnnn kendalt mutu harus dljelaskan dalam 
dolcumentasl yang relevan, yang dlldentlfikasl sebaga: 
pedoman slstem manajemen mutu perusnhaan yang dlterirna 
oleh Olrektur Jendeml. 
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I 19.23 Persyamtan Umum 
a, Setlap omna vnna mengalukan permohonan unruk rnendapat 

sertlflico:"lt operator Pesawat Udarn harus memenuhl persynrntan : 
I. memillkl Perizlnan Berusaha AnJ!kutan Udara NlaJ!a; 
2. memlllkl dan rnenguasat Pesawat Udam dengan Jumlah 

rertenru sesua! dengan Prrtztnan ~rus.aha Angkutan Udnrn 
Nlaga yang dlmillkl; 

3. memlllkl dan/at.au menguasal personel Pesawat Udam yana 
kornpeten dalam [umlah mslo yrutJ! memadal untuk 
mengoperaslka» clan melakukan perawatan ~sawat Udara; 

-1. memlllkl struktur Ol'Jlanlsasl pallnJ! sedlklt di bldanJ! operas!, 
pemwatan, keselamatan, dan (aminan kendali rnuru: 

!I. memlllkl personel manajemen vanJ! kompeten yrutJ! 
benanggung Jawab terhadap keglatnn keselamatan, operas! 
dnn perawatan Pesawa, Udam serta telah dlnyataknn lulus 
ujl kepatutnn dan ujl kelayakan: 

6. memlllkl pedoman organlsasl pengoperaslan dan pedoman 
orgnnJsasi perawaum; 

7. memlllkl program perawatan Pesawat Udara: 
8. mem.lliki pedoman atstem manalemen muru untuk 

mempenahankan ktnerla operast dan teknlk secarn terus 
menerus; 

9. memlllki pedornan sistem rna.nafemen keselamatan; clan 
10. memllikl p!'OtlJ'ilm keamanan AnJ!kutan Udara vnnJ! telah 

mendapat penaesa,han. 
b. Setlnp omng yang mengajulron permohonan untuk mendapat 

senlflkat pengoperaslan Pesawat Udara harus memenuhl 
persynrntan: 
I. memlllkl pertzlnan kej!latan AnJ!kutnn Udarn Buiron NlaJ!:.t; 
2. memllikl atau menguasal Pesawat Udnm; 
3. memllikl at.au menguasa! perscnel operast Pesawat Udara 

dan personel nhU perawatan Pesawnt Uda.ro; 
4. memlllkl standar penQOperaslan Pesawat Udnro: 
!I. memllikl proJ!l"'m perawntan Pesawat Udam; dan 
6. memlllkl program keamanan Angkutan trdara rnengacu 

kepada ketentuan program Keamanan Penerbangnn 
nas.lonal. 

e. Setlnp orang yang mengajulron permohonan untuk rnendapat 
Senllllrot Pengoperaslan Pesawnt Udam Tnnpa Awak (Rem,itely 
Pilot"'1 Aircraft Sys1cms/RPAS Opereuo« Cc,rtificatrj harus 
memenuhi persvaratan: 
I. memillkl Pertzlnan Berusaha A"Jtkutnn Uda.ra NillJta atau 

pertzinan kel!Jatnn An.1tkutnn Udam Buiron NlnJ!ll; 
2. memlllkl dan/atnu menguasat Pesawat Udara Tnnpa Awak 

!Unmanned Airrrn[i Si[stent/UASI dengan [umlah tertenru 
sesual dena_an yana tertulis di dalam la.mplmn Perizino.n 
Berusaha atau pertztnnn keglatan Angkutan Udarn; 

3. memlllkl dan/ntau menguasa.l personel opemsl Pesawat 
Udam Tanpa Awak (Unmanned Aircraft Systent/UAS) 

119.21 Pemberlakuan 
Sub Baglan lnl mengarur Sertlfikasl, apealflkasl operas! dan 
persyamtan tertenru lalnnya. 

SUB BAOIAN B - SERTIFlKASI, SPESIFIKASI OPERAS!, DAN 
PERSYARATAN LAIN UNTUK BERBAOAI JENIS OPERAS! 
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I 19.2S Perjnnjlan \Vet uase Pesawat Udnra dan perjnnjlan lalnnyn unruk 
Angkutnn Udara. 
a. Keaudl Jlkn telnh dlotorlsnsl oleh Dlre.krur Jenderal berdasarkan 

bunr 119.29 Pengoperaslan Pesnwat Udnrn Aslng Onlam 
K"ndnnn Tertenru, sebelurn melakukan operasl vnnJ? melibntknn 
sewa-menvewa, setL.'lp pemeaa.na serttflkat seaua] dengan Ba.21-an 
lnl vnnJ? diotorlsnsl unruk melakukan keJ!jntan Anl!lrutnn Udara 
nlaJ?Q harus menynmpalknn sallnan Perlanjlan Wet Lease 
Pesawat Udam vanJ? llkan dllnksanakan kepnda oranJ! lain VtlnJ! 
terlibat dalarn opemsl Angkutan Udam nlnga sesuru dengan 
Bagtnn Int, termasuk perusahaan Angkutan Udnrn astng, atau 
orang aslng lain ynng terlibat dalarn Angkutnn Udnra n.laga 
sepenuhnyn dl luor Indonesia, kepada Dlrekrur Jenderal. 

b. Pem"l!llnl! sertlflkat sesual dengan BaJ!jan lnl vanJ? diotorlsasl 
unruk rnelakukan kt,J!jatan Anl!kutnn Udarn nlaJ?Q dapat 
melaku.knn Perjanjlan Wet Leas« dorl perusahaan AnJ?lrutnn 
Udam asln2, omna: asina lalnnyo arau Settap Ora.na. 

c, Setelah menerlrna sallnnn Perjnnftnn Wet uasc Pesawat Udnra, 
Olre.krur J•nderal menentulmn plhak mana dalarn perjanjlan 
ynng memillld .kontrol operaslonal Pesawat Udara dan 
mengeluar.knn amandemen spesilllcasl opemsl kepada mnslng· 
maslng plhak dalam perjnnjlan, st!Sual k•buruhan. 

d. Pember! sewa harus memberlknn lnformasl untu.k dlmasu.kknn 
k• dalam speslfikasl operas! ~ua belah plha.k, sesual 
k•butuh11n, yaltu: 
l. nama·nama para plhllk dalam perjanjlan; 
2. janJ?kn wnktu perjanjlan; 
3. kt!Waraane23.raon pembert sewn; 
-+. tanda kebanasann da.n to.nda pendnfta.rnn masJn2·masln2 

Pesawnt Udnra vanl! terllbat dalam perjnn)ian; 
S. Jeni• opernsl (mlsalnyn, domestlk, naslonal, suplemen, 

komuter. atau carter); 
6. bando.r udruu atau a.na opem.sl; dnn 

dnn/arnu personel ahll perawatnn Pesnwat Udaro Tnnpa 
Awnk l Unmanned Aircraft System/UAS); 

4. memllikl standnr pengoperaslan Pesawnt Udarn Tnnp<1 Awnk 
jUnmannt!d Arrrraft Sysrem/UASJ; 

S. memlllkl stander perawatan Pesnwnt Udnrn Tanpa Awa.k 
!Unmanned Aircraft S.11stem/UAS); dan 

6. memilikl prOflJU.ffl keamanan Anakuto.n udara mengacu 
kepada ketentuan prostram Keamanan Penerbangan 
nasion.n.1. 

d. Setlap oranJ? vnnJ? mengalukan permohonan sertlflknt dan/atau 
speslflkasl opernsl vnnR membertkan otorlsasl unruk [enls 
opernsl baru sesuat dengan PKPS terknlt hnrus rnelakukan ujl 
pembulcttnn pengopemslan Pesawnt Udarn sebagalmana 
dlsahkan oleh Dtrekrur Jendernl. Semua ujl pembuktlan 
penJ!Opemsl11n Pes11wnt Udnrn hnrus dilakukan dengan eara 
yan11 dapnt diterlma oleh Dlrekrur Jendeml, harus dllakukan 
sesuat persvamtan penaoperasia.n dan perawatan dalam PKPS 
terknlt vnnJ? akan dlberlakukan setelah pemohon memlllld 
sertlfllmt. 

e. Tota cam ufl pembuktlan penROl)emslan ~sawat Udt1ra 
ditetapkan Dlre.krur Jenderal 
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I 19.29 PenROpernslan Pesawat Udam AslnJ! Dalnm Keada.'l.lt Tenentu 
a. Oalam keadaan tertenru dan dalam wakru terbatas, Dlrektur 

Jendeml ntas nnma Menteri, dapat memberiknn Inn Khusus 
dalam keadaan rertenru kepada pemeiinnii serttflkat 
pengoperosian Pes.o.wat Udaro atau sertlfikat operator Pesownt 
Udnm untuk mengopemslkan Pesawat Udnm Slpll Aslng. 

b. K"adaan tertenru tersebut sebagnlma.nn dlmnksud pada huruf a 
ynltu: 
11 lldnk tersedlanya kapasltas Pesawat Udam di Indonesia; 
21 ttdak tersedtanva 1enls atau kernarnpuan Pesawat udara 

Indonesia untuk k"l(latan Aniikutan Udara; 
31 beneana alarn: dan/ atau 
-1) banruan kemanuslaan. 

c. Dalam wakru terbatas sebagalmana dlmaksud pada huruf a 
merupakan wakru pengopemslnn ~snwat Udam Slpll Aslng 
dlbatasl snmpal dapat dltanggulangtnyn keadaan tertentu oleh 
Pesnwat Udnm Indonesia. 

d Pemegang sertlfiknt pengopemslan Pesnwat Udara atau 
pemegang senlfiknt operator Pesawnt Udnm yang mengajuknn 
permohona.n lzfn Khusus harus memlllkl penJ!alaman vnnR 
sebnndln)! denJ!an jenls pesawat, jenls operas!, dnn/ atau 
otorisasl yanii akan dilakuknn pada speslfikasl opemslnyn. 

c. Oalam hal permohonnn lzln telah dlsetujul, Direktur Jtnderal 
ntas nruna Menter1 menerbitkn.n lzln Khu.sus dalo.m keada.an 
tenentu dan perubahan yan2 sesual padn spesiflkasi opemsl 
dart pemeg;,.ng sertlfikat. 

119.27 Atumn Yang Berlaku Untuk Opernsl di Negara Lain 
Selama beroperasl di negara lain, serrop pemegang senlllknt harus 
mematuhl peraturan lalu Untas udam negam yang bersangkutan dan 
peratumn bandar udara setempat, keruaU Jlkn ada peraturan darl 
bagtan lnl yang leblh ketat dan dapat dllkutl tanpa melanggar 
perarurnn negara rersebut, 

7. pemyntaan yang menjelasknn plhnk yang dlanggap memillkl 
kontrol operastonal dan waktunya, bandar udara, arau area 
dlmana kontrol operaslonal rersebut dllakukan. 

e. Dalam membuat kepurusan dart parngraf c, Olrekrur Jenderal 
akan mempenlmbangknn hal-hal sebagal berikut: 
I. awuk Pesawnt Udaro dan pelatthan: 
2. kelalkudara.on dan klnerja pernwatnn Pesawnt Udam: 
3. pembernngkatan (dispatch); 
+. pelavanan teknls penonJt:anan P6awat Udarn di darat; 
!!. pen(adwalan; dan/atau 
6. faktor lain vnnii dianmap relevan oleh Dlrektur Jendeml. 

r. Oalam hal perjanjlan lain untuk transportast udarn, pemegang 
senlRknt operator Pesawat Udnra tldnk dapat melakuka.n opemsl 
apa pun unruk pemegang serttffkat lain sesual Bagtan lnl atau 
perusahaan Ana)cutan Udaro asinR sesuct PKPS Bastian 129 atau 
omna. osinR yanR terllbat dalarn tmnsponasi udaro komerstal 
sepenuhnyn di luar Indonesia keeualt mem~ana pertzfnan 
berusaha Aniikutan Udam vnnR berlaku, jlkn diperlukan, dan 
berwenang sesual speslfikasl operastnva untuk melnkukan jenls 
opernsl yana: sarna. 
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I 19.33 Isl Speslfikasl Operas! 
a, Speslfikasl Operas! merupakan lamplran sertlflkat dan 

menunjukk.an area cperastcnal clan perawatan dengan standar 
minimum yana mernuat in{onnasl sebaa;il ber1kut: 
1. nomor sertlflkat; 
2. nnma pernegang sertlfikat; 
3. merek Jasa pemegang sertlfikat Ollm ada]; 
-1. tanggal penerbltan Speslfikasl Opemst: 
~- buotan, model clan sert, atau sert master dart Pesawat Udnrn; 
6. Jenls operasl; 
7. area operas! ynng dlotorlsosl; dan 
8. daftar batasan dan otorlsasl ynng berlaku. 

b. Speslfikasl Operas! harus dldukung ol•h dokumen rerpertnet 
ynng sesuat, yang berlst otorlsosl, kondlsl, dan batasan. 
pekumen-dokumee pendukung lnl harus m•nJadJ bagjan darl 
Manual Perus.n.haan. 

I 19.31 Isl Senlflkat Operator Pesawat Udarn, Sertlfikal Pengoperoslan 
Pesawat Udara atau S•rtlfikat Pengopemslan Pesawat Udaro Tanpa 
Awak (Ri!motely Piloted Aircraft System&/ RPAS Operator Certificate) 
a, Sertlflkat Operator Pesawat Udaro, Sertifikat Pengoperaslan 

Pesawat Udarn atau Sernflka; Pengoperaslan Pesawat Udara 
Tanpa Awak (Remotcly Pi1oted Aircraft Sysre=/ RPAS Operator 
C,,nijicat"I memuat tnformasi sebaga] bertkut: 
I. nomor senlfikat; 
2. nama pemegang senlftlmt: 
3. Merek Jaso pemegang sertlfikat Ulka ada]: 
-L alamat Kantor Pusat, nomor telepon, nomor faks, dan surat 

elektronlk darl Bodan Usoha Angkutan Udaro atau 
pemega.ng Per!zlnan Keglata.n Angkutan Udam Bukan 
Nlaga; 

5. kontak operaslonal; 
6. tanggal masa berlaku s•rtlfikat; dan 
7, otor1sasJ, termasuk referensi terhadap peraruran 

penerbangan slpil ynng sesual, tanggal penerbltnn, judul, 
nama dan tanda tangan Dlrektur Jendeml. 

b. Bentuk dan Isl sertlflkat sebagalmann dlmaksud padn huruf a 
dltetapkan Dlrektur .Jenderal 

r, Oalam hal terjadl keadaan darurat yang menyebabkan ndak 
memungkinknn penerbitan sumt lzin Khusus dalam keadaan 
tertenru dan/atau amandemen speslfikasl opernsl seearn tepat 
wakru, maka: 
I) Dlrektur J•nderal ntas nama Menter! dapat membertkan 

perseruluan atau penolakan lzln Khusus dalam keadaan 
tertenru melalul sarana komunikasi berupa pon,22ilan 
telepon, surot elektronik, $horr messaqe seroit:e, atau 
benruk komunlkasl lain vnn11 memun12:klnlmn dilakukan 
seceparnva; dan 

21 Pemel(anl! sertlflkat harus m•nl!'.ll)ukan permohona.n terrults 
dalam waktu 2-1 (dua puluh empat) Jam setelah lzln Khusus 
dalam keadaan tertentu dlbertkan, 
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I 19.37 Penerbitan atau Penolakan ~rtlfikat 
a Pemohon dapat dlbertkan ~rtlftkat Operator Pesawat Udaro, 

~rtlflkat Pengoperaslan l'e$'1wnt Udara atau ~rtlflkat 
Pengopemslnn Pesawat Udam Tn.npa Awak (Remotely Piloted 
Aircraft Sys~ms/ RPAS Operator Cerrifuxite) apablla setelah hasll 
ver!fikasl oleh Dlrektur Jenderal dlnyatakan bchwa pemohon: 
I. memenuhl persynmtan yang dlberlakukan pada baglan lnl; 
2. memlllkl Casllitas dan persenel yang balk dan memadal 

sesual dengan persyarntan dan mampu melakukan operas! 
yang arnan sesual ketentuan PKPS dan apeslfikasl operas! 
yang sesual, untuk Jenls operas! yang akan dllakukan 
sebagalmana dljelaskan pada I 19.3. 

b. Proses ~rtlflkasl secara umum melalul beberapa tahapan, 
mellputl tahapan awn! peralapan ~rtlfiknsl, penenruan 
kelayakan umum cperasl, pemertksaan semua dokumen, 
demonstrasl dan lnspeksl, dan evaluast keseluruhan hasll 
veriflkasl yang akan dltetapkan oleh Dlrektur Jenderol. 

c. Proses dan penerbttan Sertlflkat Operator Pesawat Udnra, 
~rtlflkat Pengopernslan Pesawat Udara atau ~rtlftkat 
Pengopemslnn Pesawat Udam Tanpa Awak (Remotely Piloted 
Aircraft Sysl1!ms/ RPAS Operaa»: Cettif',catej dapat menggunaknn 
slstem berbasls teknolog! lnformasl. 

d. Permohonan sertlflknt dapat dltolak Jikn Dlrektur Jendeml 
menemukan bahwa: 
I. Pemohon tldak memillki rasilltas dnn personel yang 

memadal atau lldak dapat melnkukan operas! yang aman 
sesual ketentuan PKPS yang terkait; 

2. Pemohon sebelumnya memllllcl ~rtiflkat Operator Pesawat 
Udam. ~rtiflkat Pengcperastan Pesawnt Udarn atau 
~rtlftkat Pengopernslan Pesawnt Udara Tanpa Awak 
(Remotely PilolJ!d A,rcrafl Systems/ RPAS Operator Cettif',cat., 
yang pernah dlcabut; 

3. Pemohon bermaksud atau meng!sl poslsl mannjemen yang 
tercanrum dalam 119.49 huruf a, 119.!!3 huruf n dan huruf 
b, atau 119.!!!! hurur a dnn huruf b sebagalmann berlaku, 
dengan lndMdu yang menjalnnkan kendali atas atau yang 
memegang poslsl yang sama atau serupa dengnn pemegang 
sertlfikat yang sertlflkatnya dlcabut, atau sedang dalarn 
proses peneabutan, dan lndivt:du tersebut secara material 
berkontrtbusl pada keadaan yang menyebabkan 
pencabutan atau me.nyebabka.n proses peneabutan: atau 

4. ~mng lndlvldu yang akan memll!lcl kendnll atas atau 
memillkl kepentingan kepemllikan yang substanslnl pada 
p,,mohon yang memlllkl kendall ntau kepentlngan yang 
sama atnu serupa pada pemegang sertlflkat yang 
sertlfilmtnya dirobut, atau sedang daiam prose,i 

119.3!! Permohonnn ~rtlfikat 
a, Setlap permohonan penerbltan ~rtlflkat Operator l'e$nwat 

Udarn, Sertlfikat Pengoperoslan Pesawnt Udara atau ~rtlfikat 
Pengoperaslan i>e,mwnt Udam Tanpa Awak (Remotdy Pilo,ed 
Aircraft Sys1ems/ RPAS Operator Cerrificatej hnrus memuai 
lnformasl yang ditentukan oleh Dlrektur Jenderal. 

b. sertep pemohon harus mengajuknn permohonan paling lambat 
90 [sembilan puluhJ hart sebelum tanggal operast yang 
dlmnksudkan. 
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119.41 Minimum selang wakru opemsi !Recency of opera.lions) unruk 
Sertlftkat Operator Pesawat Udam atau Seniflkat PengoperHlan 
Pesawat Udara Tanpa Awak !Remotely Piloted Ai=ft Systems/ RPAS 
Operator Certifarotej 

119.39 Masa Berlaku Sertlllkat dan Spesiflkasl Opemsl 
a. Sertlftkat Operator Pesawnt Udam atau Sertiftkat Pengopemsian 

Pesawat Udam Tanpa Awak !Remotely Piloted Aircraft 
Systems/ RPAS Operator Cerrijicau!j yang dtrerbnkan 
berdasarkan Baglan inl m•mlllkl masa berlaku paling lama 60 
[enam puluh) bulan kalender sejak tanggal sertlftkat tersebut 
dlt•rbltlmn atau dlperbarui, keeuall: 
I. Pemegang ••rtlftknt menyerahkannyn seearn sukarela 

kepada Olrektur .Jendernl; atau 
2. Dtrekrur .Jenderal mernbekukan atau rnencabut seniftkat. 

b. Sertiflkat Pengoperasian Pesawat Udaro yang dlterbttkan 
berdasarkan Bagian lnl akan rerus berlaku selama maslh 
melakukan koglatan, kecuall: 
I. Pemegang sertlftkat menyerahkannya seeara suka rein 

kepada Dlrektur .Jenderal: atau 
2. Olrektur .Jenderal mernbekukan atau meneabut sertlftkat. 

e. Speslftkasl Opemsl yang dlkeluarkan berdasarkan Btlgian inl 
berlaku selarna Sertlftkat masih berlaku, kecuaU: 
I. Spesiflkasl Operosl dlubah sesuat ketentuan di bagtan 

119.45; atau 
2. Direktur .Jendera! rnembekukan atau meneabut Spestflkasl 

operast unruk suaru Jenls opemsl karena keudakmampuan 
pemegang sertlftknt unruk mengoperasikan Jenls opernsl 
tersebut. 

d. Oalam wakru 7 truJuh) hart setelah Sertiftkat dlbekukan, dlcabut 
atau masa berlakunya bemkhir berdasarkan Bagian ini, 
Sertlftkat dan Speslfikasi Opemsi harus dlsemhkan eleh 
pemegang ••rtiflkat kepada Dtrekrur .Jenderal. 

e. Sertiflkat Operator Pesawat Udara atau Sert!ftkat Pengopemslan 
Pesawat Udam Tanpa Awak !Remotely Piloted AiTrTaft 
Systems/ RPAS Operator Certifux11ej dapat diperbaharul Jika 
pemohon mengajukan apllkasl ke Dlrektur Jenderal paling 
lambat 60 [enam puluh) hart kalender eebelum berakhtmya 
masa berlaku Senlfikat. 

r. Sertiflkat yang telah dlbekukan dnpat dlperbaharui ji.ka 
pemohon mengajukan apllkasl ke Dlrektur Jenderal paling 
lambat 60 [enam puluh) hart kalender sebelurn rencana 
beroperast kemball, unruk rnembertkan waktu yang cukup bag! 
Dlrekrur J•ndeml unruk memastlkan bahwa standar operas! 
yang dlperlukan dlpertahankan oleh pemegang sertiflkat unruk 
membertkan layanan Angkutan Udam yang aman dan dapat 
dlandallmn kepada publik. 

g. Sertiftkat Operator P6awat Udara, atau Sertiflkat Pengopernslan 
Pesawat Udam Tanpa Awak !Remotely Piloted Aircraft 
Systems/ RPAS Operator Cerri(,oou,i yang telah dlcabut tldak 
dapat dlperbaharut. 

pencabutan, dan lndlvldu tersebut berkentrtbust seeara 
material untuk keadaan yang menyebabkan pencabutan 
atau menyobabkan proses peneabutan. 
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I 19.'l!I Perubahan Speslflkasl Operas! 
Dlrektur Jenderal dapat mengubnh speslflkasl operas! apa pun yang 
dlkeluarkan berdasarkan baglan Inf: 
11. Setelah pemohon mengaJukan permohonannya Ice Dlreknar 

Jendernl paling lama 30 (Ugo puluh) hart sebelum tanggal efektlf 
yang diusulknn dart perubnhan ltu don Dlrektur Jendernl 
menentukan bahwa keselamato.n dalo.m Angkutan Uda.m dan 
kepentlngan umum memung,kinkan perubahnn; otau 

a. Pemegang Sertlflkat Operator Pesawat Udarn atau Sertlfikat 
Pengoperaslan Pesawat Udarn Tanpa Awak (Remotely Piloti,d 
Aircraft System!</ RPAS Operator Certificate\ dapat melakukan 
jenls opemsl sesuol dengan otorlsasl dalnm Speslflkasl 
Opemslnya, dengan ketentuan melakukan jenls opemslnya 
minimal sekall dalarn kurun wnktu sebagal berlkut: 
I. Unruk operas! domestlk, naslonal, arau komuter - 30 (tlga 

puluh) horl kalender berrurut-turut, 
2. untuk operas! suplemen atau carter - 90 (sembik'ln puluh) 

hart kalender berturut-rurut, 
3. Ketenruan-hun,r a. butlr 2. tldak berlaku, jlka pemegang 

sertfflkat mem!l!ki otorlsasl untuk melakukan jenls opemsl 
domestlk atau naslonal dan telah melakukan jenls operas! 
tersebut dalam 30 (tlga puluh) hart sebelumnyn. 

b. Pemegang Sertlflknt Operator Pesawnt Udarn atau Sertlfikat 
Pengoperaslan Pesawnt Udara Tanpa Awak (Remotely Pi1D1cd 
Ai=aft Sysu,msj RPAS Operato« Certif,cat<j yang tldnk 
melakukan Jenls operas! seaual dengan otorlsasl dalam 
Speslnkasl operaslnya dalam kurun wnkru yang dltenruknn 
dalam butlr a dapat melakuknn operostnyn kemball jlkn 
memenuhl ketenruan sebagal bertkur: 
I. Pemegang sertiOkat memberltahuka.n Olrektur Jenderal 

paling lama !I pimnJ hart knlender sebelurn dlmulal 
kemballnyn jents opernsl tersebut: dan 

2. Pemegang sert!Okat menyediakan dan member! akses 
selama !I (llmal horl kalender kepada Dlrektur Jenderal 
unruk melakukan lnspeksl guna menenrukan apaknh 
pemegang sertifiknt maslh atau tldak memlllki fasilitas dan 
personel yang memadal sesuaJ dengnn persyamtan dan 
mampu melnkukan operas! yang aman sesual ketentuan 
PKPS dan speslflkasl operas! yang sesual. unruk jenls 
operas! vnn.tt telah d!millki. 

I 19.'13 Perubnhan Sert!Okat 
11. Sert!Oknt yang dlkeluarkan berdasarknn bnglnn In! dapat dlubah 

melalul permohonan oleh pemegang dan Direktur Jenderal 
mtnentukan bahwa keselamatan dalnm trnnsponasl udarn dnn 
kepentlngan umum memungkinkan perubahan. 

b. Pemohon unruk perubahan sertiOknt harus mengajukan 
permohonannya Ice Dlrekrur Jendeml paling lama 30 (tlga puluh) 
harl sebelum tanggal efektlf yang dlusulkan dart perubahnn ltu, 
kecuall jlka perlode pengajuan yang leblh slngknt dllzlnkan. 

c, Setlap saat dalam waktu 30 (tlga puluh) ho.rt setelah penolo.kan 
oleh Dlrekrur Jenderal unruk menyeruJul permohonan 
perubnhan, pemegang sertlfiknt dapat mengajuknn keberatan 
kepada Dlrektur Jenderal unruk mempertlmbangkan kemball 
penolakan tersebut. 
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119.49 Persyamtnn Personel ManaJemen Unmk Pemegang Seniflknt Operator 
Pesawat Udam 
a Setlap pemegang Sertiflkat Operator Pesawat Udam harus 

memllikl personel manajemen dan personel teknis yang 
mencukupi dan memllikl kunllRkasl untuk memnstlkan tlngknt 
keselamatnn tenlnggl dalam operaslnya. Pemegang sertlRkat 
hnrus memillkl personel berkunliflknsi yang bekerja wnktu 
penuh dnlnm poslsi berikut atau setara: 
I. Dtrekrur Utnma 
2. Dlrektur Keselnmaton 
3. Olrektur Kendall Mutu (yang jugn bisa seornng Dlrektur 

Keselamatan] 
-1. Direktur Operas! 
:5. Direktur Teknik 
6. Ketua Piiot 
7. Ketua lnspektur 
8. Ketua Awak Kabln. 

b. Atas permohonan oleh pemegang seruflkat, Dlrektur atas nama 
Oirektur Jendernl dapat menyetujui poslsl atau jumlah poslsl 
yang berbedn dart yang tercantum dnlam huruf a. untuk opemsl 
rertenru jlkn pemegang sertlftkat tersebut menunjukknn bahwa 
dapat melakuknn operas! dengan tlnglmt keselamatan tertlnggl 
di bawah kontrol personel manajemen yang leblh sedlklt atau 
berbeda karena- 
I. jenis opemsl yang terllbat; 
2. jumlah dnn jenls pesawar yang dlgunrucan: dan 
3. area operast, 

e. Posis! jabatan yang dlsyaratknn dnlam huruf a atau [abatan don 
jumlah jabatnn setam yang dlsetujul menun11 hurur b harus 
dltetnpkan dalam SpesiRka.sl Operas! pemegnng senIRkat. 

119.47 Mempenahanknn atau Perubahan Alamat Kantor Pusat Badan Usaha 
Angkutan Udaro, Pusat Keglatnn Operasi Penerbangan, dan Pusat 
Keglatan Pemwntnn P,,sawnt Udrun 
a. Setlap pemegnng sertlRknt harus mempertahankan Kantor Pusat 

Badan Usaha Angkutnn Udara. Setlap pemegang serttflkat Juga 
dapnt mendlrtkan Pusat Keglatnn Opera.sl Penerbangan dan 
Pusat Keglatan Perawatnn Pesawat Udara yang mungkln rerletak 
di lokasl yang sama dengan Kan!Dr Pusat Badan Usaha 
Angkutan Udaro atau di loknsl terplsah. 

b. Paling lama 30 (tlga puluhJ hnrl sebelum pengnjunn untuk 
rnenetapkan atau menguba.h lokasJ Kantor Pusat Badan Usaha 
Angkutan Udnro, Pusat Keglatnn Operas! Penerbangan, atau 
Pusat Keglatan Perawatan Pesawat Udara, pemegang sertiflknt 
harus memberikan pemberitnhunn tenulls kepada Olrektur 
Jendernl. 

I 19.-16 Penggnntlan atas Kehllangan atau Kerusakan Senlflknl 
a. Terhrulap sertiRknt yang hllang atau rusak, pemegnng SertlRknt 

dapat menyampniknn permohonan penggnntian sertiflkat 
kemball dengan mengajuknn surat kepada Direkmr Jendernl. 

b. Mekanisme permohonnn penggantlan serttflkru dltetnpkan 
Oirektur .Jenderal, 

b. Jlkn Olrektur Jendeml menenrukan bahwa keselamntan 
penerbangan dan kepenttngan umum memerlukan perubahan. 
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I 19.51 Persyamtan dan KuallOkasi Personel Manajemen untuk Pemegang 
Seniflkat Operator Pesawat Udara 
a. Untuk menjabat sebagnl Direktur Keselamatan sesual dengan 

119.49.a. aeseomng harus memenuhl ketentuan sebagai bertkut, 
I. memilikl krnerta aebagnl bertlcut: 

al paling sediklt I (satul rahun pengalaman di bldang 
keselamatan atau kendo!i muru penerbangan; 

b) pengalaman opemslonal penerbangnn; 

d. Kecuall sebagnlmana dltentukan pada huruf g, lndlvldu ynng 
bertugas pada poslsl ynng dlwajlbkan atau dtserujul berdasarkan 
huruf a arau huruf b, don slapa pun yang berada dnlam poslsl 
untuk menjalankan kendall atas operas! ynng dllakukan 
dlbawah pemegang sertlRkat harus: 
I. memenuhl kuallOkasl minimum aesuaJ dengan 119.!H 

melalul pelatlhan, pengalnman, don keah\ian; 
2. sepanjang tanggung Jawab mereka, memlllkl pemnhaman 

penuh rentang mater! bertkut sehubungnn dengan opernsl 
pemegnng sertlOkat: 
111 standar keselarnatan penerbnngnn dan praktlk 

pengopemslan yang aman; 
b) Peratumn Keselamatan Penerbangan Sipll tpKPSI; 
c) speslOkasl operas! pemegnng sertlOkat; 
di Manual Perusahaan yang dlsyamtkan oleh PKPS 

Baglan 121 dan/atau 135; 
3. melaksanakan tugas sesual dengnn persyaratan hukum 

yang berlalcu dan menjaga operas! penerbangan yang aman; 
dnn 

4. lulus ujl kelayakan dan ujl kepatutan. 
e. Setlap pemohon harus menyerahkan nama-nama orang yang 

dlnomlnaslknn unruk setlap poslsl yang disyaratkan oleh sub 
baglan inl dalam bentuk nomlnasi yang dapat dttertma, 
memberiknn penjelasan yang cukup unruk menunjukkan 
kuallOkasl, pengalaman, dan latar belakang kandtdar. 

t. Setlap pemegnng sertlOkat harus: 
I. menyebutkan dalarn ketentuan kebljnkan umum dart 

manual perusahaan yang disyamtkan oleh PKPS bag!an 
121.133 dan 121.369 atau 13!1.133 dan 135.141, tugns, 
tanggung Jawnb, dan wewenang personel yang disyaratkan 
dnlam huruf a; 

2. membuat dafto.r nama dan alamat blsnis darl individu yang 
dltugnskan untuk poslsi tersebut di pedoman orgnnlsnsl 
pengopernslan; dan 

3. memberirahukan settap kekosongan dan menyemhkan 
proposal unruk setiap perubahan personel manajemennya 
dalam wakru 10 hart kepada Direktur Jenderal. 

g. Untuk menjabat sebagal direktur utama, harus memenuhl 
kerenruan sebagal bertkut· 
I. memllikl kemampuan operas! dan manajerial pengelolaan 

usaha Angkutan Udara Nlagn; 
2. tldak pernah terlibat tlndak pidana berdasarkan purusan 

pengndllnn yang telah memperoleh kelruatan hukum retap 
ynng terkalt dengnn penyelenggarann Angkutan Udam; don 

3. pada saat mem!mpin Badon Usaha Angkutan Udam Nlaga, 
badan usahanya tldak pemah dlnyatakan pallit sesuat 
dengnn ketentuan pemturan perundang-undangan. 
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c) "1tar belakang teknls sesuat dengnn eperastenalnya: 
dJ keterampllan interpersonal; 
e) kemampuan analltls dan pernecahan rnasalah: 
I) keterampllan manajemen: 
g) keterampllan komunlkasl llsan dan terrults; dnn 
h) pemaharnan tentang faktor manusla (human/actor;. 

2. memahaml isl dorl manual peruaahaan dan speslfikasl 
eperasl, dan ketentuan baglnn lnl yang dlperlukan unruk 
klnerja rugasnya yang tepar. 

b. Untuk menjabat sebagal Oirektur Kendall Mutu seaual dengan 
119.49.a. seseomng harus memenuhl ketenruan sebagal bertkut: 
I. memllikl krlteria sebagal bertkut : 

11) paling sedlldt I (sotu) tahun pengalarnan di bidang 
kendah muru penerbangan: 

b] pengalaman eperaslonal penerbangan: 
c) "1tar belakang teknts sesuat dengan operaslonalnyn; 
d] keterampllan tnterpersonal: 
e) kemampuan analltls dan pernecahan rnasalah; 
I) keterampllan mannjemen; 
g) keterampllan komunlkosl llsnn dan tertulls; dan 
h) pemahaman rentang faktor manusta (human/actor}. 

2. memahaml Isl dnrl manual perusahaan dan speslftkasl 
operast, dan ketentuon baglan lnl yang dtperlukan unruk 
klnerja rugasnya yang repat. 

e. Untuk menjabat sebagal Dlrektur Operust sesual dengan 
119 49.a. untukjenls operasl sesual PKPS Baglan 121 seseomng 
horus memenuhl ketenruan sebagal berlkut: 
I. memahaml isl dart manual perusahaan dan speslfikasi 

eperasl, dan ketentuan baglnn lnl yang dlperlukan untuk 
klnerja rugasnya yang tepat: 

2. memlllld llsensl penerbang airline transper (airline transport 
pilot /io,,nre/ATPL) yang sah dan masih berlnku dengan 
sekurang-kurnngnyn 3 (tlga) tahun pengalarnan dalarn 
bidang pengawasan atau manajertal dalam 6 (enam] tnhun 
temkhlr dalam poslsl ynng rnenjalankan kontrol opernslcnal 
111as operast apa pun yang dllakuknn sesuat dengan PKPS 
baglan 121; 

3. dalam hal seseomng menjadl Dlrekrur Operas]: 
a) unruk pertama kallnyn, memlllld sekurnng-kumngnya 

3 (tlga) tnhun pengalaman, dalam 6 [enarn] tahun 
terakhlr, sebagal kapten penerbang darl Pesawat 
Terbang besar yang dtepernslkan sesual PKPS baglan 
121 atau bagtan 135; 11t11u 

b] dalam ha! seseomng dengan pengalaman sebelumnya 
sebagat Dlrektur Operasl, memlllkl sekumng· 
kurangnya 3 (tlga) tnhun pengalarnan sebagal kapren 
penerbang darl peeewct Terbang besar yang 
dioperaslkan sesual PKPS bagtan 121 111au baglan 135. 

d. Untuk menjabat sebagat Dlrektur Operas! sesual Baglnn 
119.49.a. untuk jents operaet PKPS Baglan 135 seseorang harus: 
I. memahaml Isl dart manual perusahoan don speslfikasl 

opernst, dan ketenruan baglan lnl yang diperlukan untuk 
klnerja rugasnya yang tepat; dnn 

2. memllikl llsensl penerbang airline transpor (airline transport 
pilot /iot,na,/ ATPL) atau llsensl penerbang komersll 
(commerda/ pilot licence/CPL) yang maslh berlaku jlka tldak 
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ada pesawat ynng dlgunakan oleh pemegang sertiOkat ynng 
mensyarntkan llsensl penerbang alrline transpor. 

3. memlllkl paling sedlklt 3 (tlgnJ tahun pengalaman sebagaJ 
knpten penerbang dart Jenls P,esawnt Udara serupn dengan 
ynng akan dloperaslknn; atau 

4. memlllkl pengalamnn paling sediklt 3 (tlgnJ tahun sebagnl 
Dlrektur Opemsl atau poslsl dengnn tanggung Jawnb yang 
sebanding dengnn pemegnng serttfiknt menggunnkan Jenls 
l',esawat Udnrn ynng serupn dengan ynng akan 
dtopemslknn. 

e. Untuk menjabat sebngal Dlrektur P,erawntan sesua! Bngjan 
119.49.n. seseornng harus: 
I. memegnng llsensl ahll pemwntan Pesnwnt Udarn (aircraft 

maintenaru,e engineer lioensc,/AMEL) ynng sesuat, arau 
kuallllknsl ynng setara ynng dapnt dlterlma oleh Dlrektur 
Jenderal, 

2. memllllcl paling sedtklt .5 (!Ima) tnhun pengalnmnn dalam 
pernwntnn Jenls P,esawat Udara serupa dengnn ynng akan 
dtopemslkan, I (saru] tahun ynng mann harus dnJam 
kapnsltas pengnwasan, dan 

3. memnhaml bagtan perawatnn dart manual perusahaan dan 
speslfikasl operasl, dan kerentuan perawntan ynng berlaku 
dru1 bngjnn Int. 

r. Untuk menjabat sebngal Ketun Pilot sesunJ Bagjan 119.49.a. 
untuk J<,nls opernsl bagtan 121 seseorang harus: 
l. memlllkl llsensl penerbnng airline transper (airline transport 

pilot lioenre/ATPL) ynng uh dan masih berlaku dengnn 
rating ynng sesuat untuk setldaknyn I (saruJ pesawnt ynng 
dlgunakan oleh operator peeawat Udara. 

2. dalnm hal seseomng menjadl kerua pilot: 
a] unruk pertarna kallnyn, memlllkl setldaknyn 3 (tigaJ 

tahun pengalnman, dnlam 6 (ennmJ tnhun terakhtr, 
sc,bagaJ knpten penerbnng P,esawat Terbnng yang 
dlopernslknn sesuat PKPS bngjnn 121; atau 

b) dengan telah memtllkl pengalnman sebelumnya sebagnt 
ketun pilot, memlllkl setklaknya 3 (tlgaJ tahun 
pengnlaman, sebagal kapten penerbang Pesawat 
Terbang ynng diopemslknn usual PKPS baglan 121. 

3. memahnml Isl dnri manual perusahaan dan spesllllmsl 
operast, dan ketentunn bngjan lnl ynng dtperluknn untuk 
klnerja rugnsnya ynng tepat, 

g. Untuk menjabnt sebngnl kerua pilot sesunl Bngtan 119.49.a. 
unruk j<,nls opernsl sesuar PKPS Bagjan 13.5 seseernng harus: 
I. memlllkl llsensl penerbang nlrllne trnnspor (airline transport 

pilot lioencr/ ATPL) ntnu lisensl penerbang komersU 
(commercial pilot Ittner/CPL) yang sah dan maslh berlaku 
dengan rating yang sesual, Jlka tldnk nda P,esawat Udara 
yang dlgunakan oleh pemegang sertlftknt ynng memilikl 
berat maksimum tlnggal lnndas ynng tersertllllmsi lebih dart 
.5. 700 (limn rtbu tujuh mtus) kllogm.m; 

2. telnh mengumpulkan lebih darl atnu snma dengnn 1000 
(seribuJ Jnm aebagal kapten penerbnng pada Jenls Pesnwnt 
Udnra ynng anma atau, dalam .5 (lima) tnhun sebelumnyn, 
telnh bertlndak sebaga.l knpten penerbnng sel'trtln sekumng· 
kumngnyn 3 (tlgn) tahun dan temkumulnsl tldnk kurang 
darl .500 (limn rntus) Jam sebagnl knpten penerbang pnda 
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jenls Pesawnt Udnrn yang sarna dengan pemegang sertlflkat; 
dan 

3. memnhami Isl dart manual perusahaan dan speslflkasl 
operas!, dan ketenruan bagtan lnl yang dlperlukan unruk 
klnerja rugasnyn ynng tepat. 

h. Unruk menjabat sebagal Ketua lnspektur aesua] Bagian 
119.49.a~ seseerang harus: 
I. memllikl llsensl ahli perawatan Pesawat Udarn faircmft 

maintenruu,e engineer littn,,e/ AMELi dengan rating yang 
sesuat dan telah berlaku sekurang·kurnngnyn selarna 5 
fllma) tahun berturut·turut; 

2. memllikl sekurang·kurangnya 3 ftiga) tahun pengalamnn 
perawatan ynng beragam pada Operator arau Organlsasl 
Pernwatan Pesawnt Udarn fAppnwed Maintenanc,, 
Omgnization/ AMO) dengan Jonis Pesawat Udata ynng 
serupa dengan yang akan dloperusfkan, dan selama I [sntu] 
tahun rnenjabat sebagal lnspektur perawatan: dan 

3. memahaml manual perusahaan dan speslflkasl perusahaan 
penerbangan baglan perawatan dan ketentuan pemwatan 
yang berlaku dalam PKPS bagian 121 dan/atau 135. 

I. Untuk menJabat sebagaJ Kerua Awnk Kabln sesual Bagtan 
119.49.a.. unruk Jenls operas! yang dlbutuhkan awak kabln 
seseorang harus: 
I. memllikl Sertlflkat Awak Kabln (Flight Attendant 

Ccrrifimte/FAC) yang sah dan maslh berla.ku unruk 
setldaknya I fsaru) pesawat yang digunakan oleh operator 
Pt-sawnt Udnra; 

2. memilikl pengalaman sebagaJ Awak Kabin paling sediklt 5 
fllma) tahun dnn I fsntu) tahun sebagal Penyelin Awak 
Ka.bin poda roting pesawat yang terkompleks yang 
digunakan oleh operator Pesawat Udara; dan 

3. memahaml PKPS terkalt dan Manual Perusahaa.n. 
J. Pemegang sertlfikat dllarang menugaskan seseorang untuk 

bertindak dalam poslsl manajemen alas hal-hal operaslonal atau 
personel, kecuall 
I. poslsl manajernen resml telah dlbuat sesual Bagtan lnl dan 

diterbltkan dalam bagan organlsasl; 
2. daftar kuallflkasl minimum yang harus dlmlllkl pejabat 

telah dlterbitkan di dalam Pedoman Organlsasl 
Pengoperaslan; dan 

3. lnforma.sl yang dipersyaratkan oleh Bagla.n l l 9.49 
dlterbitkan di dalrun Pedoman Organlsasl Pengoperaslan. 

k. Jika pernehcn mengajukan pengecuallan terhadap kuallflknsl 
apo pun yang tercanrum di bag!an lnl, setelah pertimbangan, 
Olrektur Jendernl dapat memuruska.n untuk member!ka.n 
pengecuallan untuk kual!Okasl tertentu dlmann: 
I. pengalaman, kuallflkasl, dan latar belalmng orang tersebut 

dnpot ditertma oleh Dlrekrur Jenderal; 
2. ruang llngkup don ukumn operas! yang diusulkan 

sedemtktan rupo aehlngga tingkat kuallflkasl yang leblh 
rendah akan dapat dlter!ma unruk mencapol tlngkat 
keselamatan yang memu.askan; dan 

3. atas kebijakan Direktur Jendeml, colon personel 
manajem"n setuju untuk menjalanl pemer!ksaan untuk 
menguJI kesesualannya untuk posisi tersebut. 
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I 19.:5:5 Pcnyamtan dan Kuallflkul Personel Manajemen Untuk Pcmegang 
S.,rtJflkat Pcngoperaslan Pcsawat Udam Tnnpa Awak (Remotely Piloted 
Ain:raft Systc,ms/ RPAS Operau»: Certif,mtt!j 
a, seuap pemegang S.,rtlfllmt Pcngopernslnn Pcsawnt Udara Tanpa 

Awak (Remotely Pflotl!d Ain:rojl Systems/ RPAS Operator 
C,,n,ftcatt!j harus mernlltkt manajer program untuk memastlkan 
tlngkat keselamatan tertlnggl da.lam opemslnya dan 
lmplementasl slstem jamlnan kendali mutu, dlmann peraonel 
tersebut dapat dlpercaya berdasarkan ln1ar belakangnya dan 
bukan ancnman terhadnp opernsl Pcsawat Udnrn Tanpa Awak 
jUnmann"d Airerafl System/UAS) yang runan dan lepat. 

119.53 Pcrsynmtnn clan Kuallllkasl Pcnonel Manajemen untuk Pcmegang 
S.,rtiftkat Pcngoperaslnn Pesawnt Udarn 
a. Settap pemegang sertlflkat harus memillkl manajer pmgram 

untuk memasttkan tlngkat keselamatan tertlnggl dalrun 
opemslnya dim lmplementasl slstem Jamlnan kendall rnuru, 
dlmana perscnel tersebut dapat dipercaya berdasarkan latar 
belakangnya don bukan nncarnan terhadap opemsl Pcsawnt 
Udara yang amnn dan tepat. 

b. Setlap pemegang sertlflkat sesual PKPS bag!an 91 hnrus 
memlllkl manajemen dnn renaga teknls yang memlllld kuallflkasl 
untuk memo.stlknn ting_knt keselamatan teninggl dalarn 
opernslnya. Pemegnng sertlflknt hnrus memllild personel yang 
memenuhl syarot d.alrun poslsl bertkut atau setara: 
I. Ketun Pilot; dan 
2. Ketun Teknlsl. 

e. Ketua Pilot harus memUlld sekurnng-kurnngnyn llsensl 
penerbang komersU (commercial pilot littncc,/CPL) atau lisensl 
penerbang privat (Privnte Pilot Ucense/PPLJ Jika Pesawnt Udara 
yang dloperasikan tldnk memllild Bernt Mnkslmum Tlnggnl 
Lnndas yang tersertlflkasl leblh darl :5. 700 (limn rtbu tujuh mtusJ 
kilogram atau bermesln jet yang sah dan maslh berlaku dengan 
ratings yang sesuat, 

d. xerua Teknlsl harus memlllkl lisensl ahll perawatan Pesawat 
Udam (ain:rajl maintenanoe engineer licens,,/ AMELi dengan 
rat.Ing yang seaual. 

e. Setelah pennohonnn oleh pemegang serttflkat, Dlrektur atas 
nnma Dlrektur Jenderol dapat menyetujul poslsl atau jurnlah 
poslsl yang berbeda darl yang tercantum dalam huru! b dengan 
syamt pemegang senlflkat tetap dapat melakuknn opemsl 
dengan tlngkn• keselamatan tenlnggl dl bawah kontrol kategorl 
personel manajemen ynng leblh sediklt atau berbeda, 

r. P<>slsl Jabatan yang dlsyaratknn dalam huruf b atau jabatan dnn 
Jumlnh [abatan setara yang dlsetujul menurut huruf e harus 
dltetapkan dalam speslflkasl cperast pemegang sertlflkaL 

g. Setlap pemegang sertlflkat harus memberitahukan setlnp 
kekosongan dan rnenyerahkan pmposal untuk seuap perubahan 
personel manajemennya kepada Dlrektur Jendeml paling lambat 
10 [sepuluh] hnrl sebelum um1111al berlakunya perubahan atau 
kekosongan, 
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b. Setlap pem•gang Sertlfiknt Pengopemslan l'rsawa1 Udnra Tnnpo 
Awak jRcmotely Piloted Aircraft Systems/ RPAS Operator 
C,,nijicnt., harus m•mlllkl personel manajemen dan tenngn 
toknls berlcuallfiknsl yru,g dibutuhkan untuk memastlkan 
ungkat keselamatan tertlnggt dolam operaslnyn. 

e. Pemegnng aertlnkat harus memUikl personel manajemen ynng 
berkunllfikasl sebagalrnana dlmaksud pada hun.,r b, untuk 
poslsl bertkut atau aetnrn: 
I. kerua remotl' pilor, dnn 
2. kerua teknlsl. 

d. K•tua remote pilot aebngaimana dimaksud pada hurur c ongka 
hnrus memtllkt setldaknyn remote pilot lirenre dengan rating 
yangseauol. 

e. Kerua Teknlsl aebagnimana dlmnksud pada huruf c nngka 2 
hnrus m•mlllki sertlfikat pengesahnn perawatan (ccnifirotc of 
maintenance approooVCO,\IA) dengan rating yang sesuar. 

r. Pada snot permohonan oleh pemegang sertlfiknt, Dlrektur atas 
namo Dlrektur Jenderal dapat menyetujul posisi atau Jumlah 
posisl yang berbeda dart ynng tereanrurn dalom huruf b don 
hurur c, dalarn keadaan tertentu dlmann pemegnng sernflkat 
dapat melakukan pengoperaslan dengnn tlngkat keselarnatan 
1ertlnggl di bawoh kontrol dart personel manojemen yang lebih 
sedlklt atou berbeda. 

g. Posis! jabatan sebagalrnana dimakaud pada huruf b dnn hurur c 
atau Jabatan don Jumlah Jabatan serara yang dlsetujul menurut 
hurur f. harus ditetopkan dalam apesifikosi operas! pemegang 
sertlfilm t. 

h. Setlap pemegang sernflka; harus memberttahukan setlap 
terjadlnyn kekosongan posbi jabatan sebagalmana dimnksud 
padn huruf b dan huruf e don menynrnpalkan proposal untuk 
sertap perubnhan personel manajemennya dalam waktu 10 
(sepuluh) hnri sebelum tanggnl berlakunya perubahan atau 
kekoscngan, kepada Dlrektur Jendernl. 
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Appllcabillty 
This pan applies 10 
a. each person Intending to operate clvtl aircraft who required to 

hold an OperatlnJ! Certlflcate (OCI, Air OperatlnJ! Cenlficate 
(AOCI, and/or Remotoly Piloted Aircraft Systems/RPAS 
OpemtlnJ! C•nlficat• (ROCI In accordance with the busln .. s 
permit; and 

b. OpemtlnJ! C•nlficat• (OCI, Air OperatlnJ! Certiflcate (AOCI, 
and/or Rernorelv Piloted Alrcm.fl System/RPAS Operator 
Certlflcat• (ROC) holder. 

Definitions 
For the purpo se or this pan, the term - 
a, Domesrlc Air Transportation Is n commercial air 

tra.nsponalion nctlvfty servtna air transportatlon from one 
alrport to another wlthln the territory or the Republic or 
Indonesia. 

b. lntemntJonal Air Tra.nsportatton Is a commercial air 
tra.nsponatlon nctlvlty servtna air transportation from one 
alrport In the country to another alrpon eutslde the t•rritory 
or the R•publlc or Indonesia and vtee versa. 

c, Domestic Operattcns means any domestic scheduled 
commercial aJr tran.sponntlon activities using aeroplane with 
a seat capacity of more than t 9 passengers, or a Maximum 
Take Off Weight (MTOW) or more than !1700 kg. 

d. Flaa Operntlons means any domestic and lntemaUonaJ, or 
International only scheduled commercial air trnnsportauon 
actMties uslna aeroplane with a Rat capacity of more than 19 
passenJ!Ors, or o Ma.<lmum Tak• orr Welj!ht [MTOW) or more 
than !1700 kJ!. 

e. Supplemental Operations means any domestic and/or 
International scheduled or unscheduled commercial air 
t.ransportat.lon activities for cargo u.slng aircraft with a 
maximum take ofT weight (MTOW) or more than !1700 kg, or 
domestic and/or international non-scheduled commercial air 
tra.nsponatlon activities for pa.sseneers uslna aircraft with a 
seat capacity of more than 30 passenaers. 

t. Co.mmuter Operations means any domestic and/or 
International scheduled commercial air t:mnsportntlon 
act:Mties ustna: aeroplane "Aith a sent capacity of not more 
than 19 pusengers, or Ma.<lmum Take OfT W•lght (MTOW) 
not more than !1700 kg, or using a helicopter. 

g. Charter operatJon means any non-scheduled domestic and/or 
International commercial nir tm.nsportntlon activity using an 
aeroplane with :1 seat capacity of not more than 30 
pass•ngers, or a Ma.<lmum Tnk• OfT Weight (MTOW) or not 
mere than !1700 kl!, or usinJ! a hellcopter, 

h. Operation Specifications (OPSPECI means the data approved 
by DOCA attached to the eerttfleare or orJ!anlzatlon approval, 
Include operation limitation or the Ol'Jr.lnizatlon 

I. Company Manuals means all manuals, at least but not limited 
to qualltv management system j[Uldelines, safety management 
system guld•lin•s, operating organlzntlon guldehnes 
(Opemtlon Manual/OM), and maintenance organization 
guid•Un•s (Company Molntenanco Manuru/CMM). 

SUBPART A OErfERAL 

119.2 

119.1 
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the applicable 
shall be Issued 
operations tn 

I. 

j. Wet Lease means any agreement ln which a lessor, leases an 
alrcro.ft, with at least one pilot flight crewmember, to either an 
air carrier, foreign air carrier or a foreign person [the lessee) 

k. License Is an authorization letter given by an lndlvtdual upon 
fulftlment o( certain requlrements to perform work in certain 
Reid for a certain period or time. 
Business name means a reJV,sterecl name used on services by 
a person or several people toJ!ether or by a ICJ!lll entity to 
dislin2Ulsh them from other similar servtees. 

m. Forelan civil n.fremn means an alrcrnft reatstered and or 
~a.rlna non-Indonestan n.ationaliry and tti,?lstratlon marks. 

n. Certificate Holder means the holder or Operating Certificate 
IOCJ, Air Operating Certificate IAOCJ, and/or Remotely Piloted 
/\ln:nift Systems/RP/\S Opemtlng Certificate (ROC). 

Certification Requirements and Prohibitions: General 
a. No person may enll3Q!e In arr transport without, o.r In violation 

of a certificate and appropriate operations speclflcntlons 
Issued under this pan. 

b. Each person who conducts atranft operauons a.s a 
commercial air transportation, shaU comply .. 1th the 
centftca.tlon and operations specifications requirements In 
subpart B or this part, and shall conduct Its: 
I. domestic operations In accordance "'1th the applicable 

requirements or C/\SR pan 121, and shall be Issued 
operations spedflcatlons tor those operntlons in 
accordance with those requirements. 

2. flQJ! operations In accordance "'1th 
requirements or C/\SR pan 121, and 
operations apedflcations for those 
accordance with those requirement's. 

3. supplemental operations In accordance "'1th the 
applicable requlremerns or C/\SR part 121, and shall be 
Issued operations apeclficntlons for those operotlons In 
accordance with those requirements. 

4. commuter operations In accordance "'1th the applicable 
requirements or C/\SR pan 135, and shall be Issued 
operations spt'dficntions for those opernttons In 
accordance with those requirements. 

5. charter opemtlons In accordance with the applicable 
requirements or C/\SR pan 135, and shall be Issued 
operations spt'dficnllons for those operations In 
accordance with those requtremerus. 

c, Each person who conduct's atreraf]. eperauens as a non· 
commercial air transport, shall comply .. 1th the eerufleauon 
and operations specifications requirements In subpart B or 
this part, and shall conduct Its operations In accordance "'1th 
the applicable requirements or C/\SR pan 91, and shall be 
Issued operations speclRcntlons for those operations In 
accordance with those requirements. 

d. Each person who conducts Remotely Piloted /\lrcrnR Systems 
fRP/\S) operation and/or small unmanned a.lrcmfi system 
used for commercial air tmnsport shall comply "'1th the 
certification o.nd operations spttificatlons requirement In 
subpart B, and shall conduct Its operations In accordance 
"'1th requirements prescribed by Director General based on 

119.3 
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Quality Assumnce Syatem 
a. An Air Operator Certlflcate fAOC) holder under this part shall 

establish quality ossumnoe system to assure compliance with 
all applicable requtremenrs, standards and procedures, to 
ensure safe operational practices and airworthy or aircraft. 

b. 11te opemtor's quality essurcnee system should at least 
Include: 
I. clearly defined lines of responslblllry and accountoblllry 

throuS[hout the operator; 
2. 11 desaiptlon of the overall phllosophles and principles of 

the operator with reJ!ard to quality, referred to as the 
Quality Polley; 

3. maintaining personnel trained and competent to perform 
their tasks; 

4. a function to ensure compllo.nce with the relevant 
requirements Including a feedback system of findings to 
the accountable manager to ensure effective 
Implementation of corrective actions. 

c. The quality assurance system must be described in relevant 
documentation Identified as company quality management 
system manual and is acceptable to the Director Oeneral. 

119.9 

I 19. 7 Safety Management Systems 
a, Certlllcat< holders of this port must hnve o safery 

management system that meets the requirements or Clvtl 
Aviation Safety Rej!UlntJons part 19 and Is acceptable to the 
Director Oeneml. 

b. Safety management system as required in paragraph a must 
be In either: 
ll safety rnanagemem system manual for Air Operator 

Certificate holders: 
2) standard operating procedure for Operating Certificate 

holders; 
3) standard operating procedure for RPAS Operating 

Cenificate. 
e. Each person applying to the Director Oeneral for a certificate 

must demonstrate, as pan of the eerttflcatten precess under 
section 119.35, that It has an SMS that meets the standards 
set forth In CASR part 19 and Is acceptable to the Director 
Oeneral. 

risk assessment-end shall be Issued operations specific:ntlons 
(or those opemtlons In accordance with those requirements. 

e. An Opemtlng Certlficntt or Air Operator Certlflrote holder may 
apply for kind of operation In paragraph d. and shall comply 
with the certification and operations speclfirotlons 
requirement In subpart B or this part. 

r. subteer to the approval of the Director General, no certificate 
holder may operate or list on any required llstlnJ! or Its alrcmft 
any aircraft listed on any operation specifications Issued to 
another certlficnte holder under this part. 
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119.11 Use or business names. 
a, An Air Operator C.,rtlflcnte and Remotely Piloted Alrcmrt 

System/RPAS Operator C.,rtiflc:nte (ROC) shall operate an 
arreraft using a business name appearing in the operntlons 
specification. 

b. No person mav operate an aircraft under thts pan unless the 
name or the certificate holder who Is opemtlnJ! the alrcmfi, Is 
lel!lbly dlsplaved on the alrcmfi and Is clearly visible and 
readable from the out-side or the aircraft to n person standtng 
on the J!l'OUnd at any time except durinl! filitht time. The 
means or displaylnJ! the name on the alrcmfi and Its 
readability prescribed by the Director Oenernl. 

c. The means or dtsplaylng the name on the atrcraft and Its 
readability prescribed by the Dlreeror Oenernl, 

119.13 Inspection Authority 
The Director OenemJ conduct aviation safety oversl.stht to 
determine the compliance with this pari. 
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I 19.23 Oeneral requlrements 
a, An appllc:ont to an Air Operator Certificate (AOC) shall meet 

the followinl! requirements: 
I. own a commercial air tronspon business permit; 
2. own and possess alrcrafl(s) in accordance with the 

commercial air tronspon business permit; 
own and/or possess competent personnel In an adequate 
rotlo to operate and rna.Inta.ln airworthiness or aircraft; 

3. own at least an Ol1[anlz.atlon structure lncludinR the 
operations, malntenanee, snfety and qualltv asauranee; 

4. own competent management personnel who are 
responsible for safety, operations and matmenance 
actMty and passed the Ot and proper test; 

5. own an operation manual and company malntenance 
manual; 

6. own an alrcrafi maintenance program: 
7. own a qu.a.lJty management system manual to maJntaln 

operational and maintenance performance continuously; 
8. own a safety management system manual: and 
9. own an approved alrcmft operator security pro2mm. 

b. An applicant to an Opemt1n11 CertlOcate (OCI shall meet the 
followinl! requlrements: 
I. own a non-commercial air transport business permit; 
2. own or possess alrcrafl(s); 
3. own aircraft opemt:ions and maintenance personnel; 
4. own an aircraft standard operating procedure; 
5. own an aircraft maintenance program; and 
6. own an aircro!t operator security progrnm In accordance 

with the National Aviation Security Prolll'4m. 
e. An applicant to an RPAS Operator C"rt!Ocnte (ROCI shall meet 

the followlnl! requirements: 
I. own a commercial or ncn-eommerctal air transport 

bualness permit; 
2. Own and/or possess unmanned aircraft system In 

accordance with the commercial air tmnsport business 
permit; 

3. OWn and/or possess operations and maintenance 
personnel for unmanned aircraft system; 

4. own a standard operating procedure for unmanned 
alrcmfl system; 

5. own a standard maintenance for unmanned alrcrnft 
system: 

6. own o.n atrcrnft operator security proS{ram In accordance 
with the Natlonnl Aviation Security PrOl!nlm. 

d. Each applicant for a certificate under this part and operations 
specifications outhortztna n new kind of operation thnt Is 
subject to applicable CASR shall conduct proving tests as 
authorized by the Director General. All proving tests must be 
conducted In a manner acceptable to the Director General and 

SUBPART B CERTIFICATION, OPERATIONS SPECIFICATIONS, AND 
CERTAIN OTiiER REQUIREMENTS FOR KINDS OF OPERATIONS 

I 19.21 Applicablllty 
This subpan sets out cenlftcotlon, operntions spe-clflcntlons and 
certain other requirements for kinds or opemtlons. 
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l 19.25 Wet leasing of aircraft and other arrangements for air 
transportation 
a, Unless otherwtse authorized bv the Director Oenerol stated In 

section 119.29 Operation of foreilV' nircrafi under certain 
circumstances, prior to eonducnng operations lnroMn2 a wet 
lease, each certificate holder authorized to conduct 
eemmerctal air tmn.sponatlon opemuons under this part shall 
provide the Director Oenernl with a copy of the wet lease to be 
executed which would lease the alrcraf], to anv other person 
enszaaed in commercial alr tmnsponatlon operations under 
this pan, lncludina fo~fan air operators, or to anv other 
rorel«n persen enst:.tQ:ed in eemmeretal air transportation 
wholly outside the Indonesia. 

b. certtflcate holder authortzed 10 enR3l!e In commercial air 
transport under this part may wet lease from 11 foreign air 
operator or any other foreign person or any person. 

c, Upon receiving a copy of n wet lease, the Dlrtttor Oeneml 
determines which party 10 the agreement has operational 
control of the aircraft and Issues amendments to the 
operations speeillcatlons of each party 10 the agreement, as 
needed. 

d. The lessor must provide the followinR information to be 
lneorperated into the operations specifications or both parties, 
"" needed: 
I. the names of the parties to the ~eement: 
2. the duration of agreemem; 
3. the nationnlity of lessor: 
-1. the nntlonnlity and reglstrntlon markings of each nircmft 

Involved In the agreement 
5. the kind of operation je.j!., domestic, noa, supplemental, 

commuter, or on-demand] 
6. the airports or areas of operation: and 
7. a statement specifvlnR the party deemed to have 

operattenal control and the times, atrporta. or areas 
under which such operntlenal control ls exercised. 

e, In mnlclng the determination of p'1r.lgraph c. of this section, 
the Director Oen~rnl will consider the following: 
l. crewmembers and training. 
2. Airworthiness and performance of maintenance. 
3. Dispatch. 
-1. Servicing the alrcrafi. 
5. Scheduling; and/or 
6. Any other factor the Director General considers relevant. 

r. Other arrangements for transportauon by air, an air opemtor 
certificate holder may not conduct any operation (or another 
certificate holder under this part or a Corei,2n air operator 
under CASR part 129 or a forellV\ person en1t3Red In 
commercial air transport wholly outside the Indonesia unless 
it holds applicable air transport business permit, If required, 

must be conducted under the appropriate operating and 
maintenance requirements of applicable CASR that would 
apply If the applicant were fuUy eeruflcated 

e. The procedure for demonstration of aircraft eperanen 
prescribed by Director Oeneral. 
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I 19.31 Contents of nn Air Operator Cortlflcnt•. Operating C.rtiflcate or 
RPAS Operating C•nlficat• 
a. Th• Air Operator Certffleate, Operating Cenlflcate or RPAS 

Operating Certiflcate includes: 
I. 11\e eertlflcate number; 
2. The oerttfleare holder's name; 
3. The cerrtflcate holder's business name (If any]; 
4. The certificate holder's prtnctpal base of business 

address, telephone number, rruc number, and e-rnatl; 
5. Operational points of contact; 
6. The certificate exptry dare; and 

I 19.29 Operation of Core~ alrcmfi under certain circumstances 
a. Under certain clreumatanoes within llmited period of ume, 

Director Oen•rnl on &half of the Minister mav nurhcrtze 
ope,rntlnR certificate or air operator certtflcate holder to 
operate forell!n civil alrcrafi. 

b. The certain ctrcumstances under paroaraph a are Implied to: 
I. Unavailability of the alrcmfi capacity In tndonesla; 
2. Unavailability of the type or capability of the alrcmfi In 

Indonesia for the utr transponal"lon acuvtnes: 
3. Naturnl dtsaster; n.nd/ or 
4. Humanitarian aids operation. 

c. Within limited period of time under paral!)'tlph a means the 
period of a spectal permit under certain clrcumstanc .. Is 
limited to operate foreiizn dvll aircmn until such opemtlon 
can be handled by lndon .. lan alrcmfi(sl 

d. operating certlflcate or air operator eertfflcate holder applying 
for special permit must has had approprtate special 
authorization, and/or have equal expertenee with the type of 
aircrafi and the kind of operation to be carried out. 

e. When a cernfleate holder authertzed to operate a fore1Jll1 
alrcraft under certain ctrcumstances. The Dlrector' Oenera.l on 
behalf of the Minister will tssue a special permit letter and 
appropriate amendment to the eernfleate holder operations 
speciOca.tlons. 

t. If the nature of the emergencv does not permit timely Issue 
special permit letter a.nd/or amendment or the operations 
spedflcatlons· 
11 The Director Oeneral on behalf of th• Minister mny 

approve or deny the deviation nuthorlzntlon using 
communication by telephone calls, electronic mall, short 
messai;ze service, or other medJa or communication; and 

21 The certlflcat• hokier shall provide npplicntlon In wrtt1n11 
within 24 (twenty-Court hours nfier the devtauon 
authorized. 

I 19.27 Rul•s Applicable 10 Operations In a Foreign Country 
Each certiflau• holder shall, whtle operating In a foreign country, 
comply wtth the air traffic rules of the country concerned and the 
local airport rules, except where any rule of this pan Is more 
restrtcnve and may be followed without violat1n11 the rules of that 
country. 

nnd ls authortud under Its operations specifications to 
conduct the same kinds of operations. 
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I 19.37 lssuln11 or denyin11 a cernffcate 
a An applicant may be Issued an Air Operator Certificate, 

Operating Certificate or RPAS Operating Certlllcn1e If, after 
verification process, the Director Oenernl nnds thnt the 
appllcnnt· 
I. meets the applicable requirements under this part; and 
2. Is properly and adequately equipped In accordance with 

the requlrernenrs and Is able to conduct a safe operation 
under appropriate provisions of CASR and operations 
spedllcntions, for kinds or operauens to be conducted as 
spec!8ed In section I 19.3. 

b. Certlfica1lon process prescribed by Director Oeneral, In 
general. the process Includes preliminary discussion, 
determlnntlon geneml feasibility of the operation, examlnntlon 
of all documentation, demonstration and inspection, and 
conclusion of the eertffteatlon. 

c. Process and Issuance of Certlflcnte can use Information 
ttt.hnolo2V systems. 

d. An application for a certificate may be denied If the Director 
Oenernl finds thnt· 
I. The applicant Is not property or adequatelv equipped or is 

not able to conduct safe operations under appropriate 
provisions or CASR; 

I 19.3!5 Application for Certlllcnte 
a. Each nppllcatlon for an Air Operator Certificate, Operating 

Certificate or RPAS Operating Certlllcate, shnll be made In the 
form and manner and contain Information prescribed by the 
Director Oeneml. 

b. Each applleant must submit his application nt least 90 
(ninety) dnys before the dale or Intended operation. 

I 19.33 Contents or the Operations Specifications 
a Each Operations Speclflcntlons Is an attachment to the 

Certlncate and addresses at least the fol101>11nl! standard 
operotionnl and maintenance ureas: 
I. The cerufteate number; 
2. The eertlflcate holder's name; 
3. The certificate holder's business name (if nny); 
'I. Issuance date or the Operations Spec!8catlons; 
~- The alrcrafi make, model and series, or master series: 
6. The type or operntlon; 
7. Area(s) or authertzed operation; nnd 
8. List or applleable specla] limitations and nuthorlzntions. 

b. Operations Specifications shall be supported by appropriate 
detailed documents, which contain nuthorizntlons, conditions, 
and limitations. These supporting documents shall be n pan 
or certlflcate holder's manuals. 

7. Authorization, Including reference to approprtate civil 
aviation regulntJon, Issuance date, title. name and 
signature or Director oeneral, 

b. Form and content or cert1ncate required under pamgmph a 
prescribed by the Director General. 
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I 19.39 Duration or Cert!8cnte and Operations Specifications. 
a, An Air Operator Certificate or RPAS Operating Certificate 

Issued under this Pan ls wild for a maximum period 60 (slxtyl 
calendar months from the date of the eemflcate ls tssued, 
unless· 
l. 11te eerufleate holder surrenders it earlier to the Director 

Oenernl;or 
2. The Director General suspends or revokes the certificate. 

b. An OperotlnJ! Certificate Issued under this Pan shall continue 
In effect lndeflnttelv, unless· 
I. The eernfleate holder surrenders it to the Director 

Oeneral;or 
2. 11\e Director General suspends or revokes the eertfficate. 

e. Operations Specifications Issued under thls Pan are efToctlve 
as long ns the Certificate Is valid, unlesa- 
I. The Operations Specifications are amended ns provided In 

section 119.4.5~ or 
2. The ntreerer General suspends or revokes the Operations 

Specifications for a kind or operation due to the 
Incapacity of the certificate holder to operate that kind of 
operation. 

d. Wlthln 7 (se,...,n) days after a Cen!8cate has been suspended, 
revoked or expired under this Part, the Certificate and 
Operations Specifications must be surrendered by the 
eerufleate holder to the Director General. 

e. The Air Operator certificate or RPAS Operating Certificate 
holder may be renew I( the applicant fo.rwards the application 
to the Director General at least 60 (sL,cty) consecutive calendar 
days before expiration or the Certificate. 

r. A certificate which has been suspended may be renew 1r the 
applicant applies to the Director General at least 60 (slxtyl 
eenseeunve calendar days before resumption of the 
opemuens, to nllow sufficient time for the Director General to 
ensure that the required standard of operation is maintained 
by the certificate holder In order to provide a snfe nnd reliable 
air transport service to the pubUc. 

2. The applicant previously held an Air Operator Certificate, 
Operating Certificate or RPAS Operating Certificate which 
was revoked: 

3. The applicant Intends to or nils a key manag,,ment 
position listed In paragraph 119.49 a., 119.!13 a. and b., 
or 119.!l!I a, nnd b. as applicable, with an lndlvldulll who 
exercised control over or who held the same or a similar 
position with a eernfleate holder whose certificate was 
revoked, or Is In the process or belnl( revoked, nnd thnt 
Individual materially contributed to the circumstances 
eaustng revocatlon or cnuslna the revocation process: or 

4. An individual who will hove control over or have a 
substantlnl ownership Interest In the applicant hnd the 
same or similar control or Interest In a certtflcare holder 
whose eernfleate was revoked, or ls In the process of 
betng revoked, nnd thnt Individual mnterinllv contributed 
to the circumstances eaustng revocation or causln,2 the 
revocation process. 
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119.4!1 Amendment or operations SpeciHcntlons 
The Director Oeneral may amend any opemllons specifications 
Issued under this part: 
a. Upon appllcallon by !he holder at least 30 flhirtyl days before 

the proposed effective date or that amendment, and the 
Directer Oeneral determines Lhat safety in alr tran.spon.atton 
and the public Interest allows the amendment; or 

119.43 Amendment orCertiflcate 
a. The certificate Issued under !his part may be amended upon 

application by the holder, and the Director Oeneml 
derennines that saretv in air transportation and the public 
Interest allows the amendment. 

b. An applleant for an amendment to a eertffleate must file its 
application with the Director Oenernl at least 30 (thlrtyl days 
before the proposed effective date or that amendment, unless a 
shorter filing period Is allowed. 

e. At any time within 30 (lhlrtyl dnys after refusal or the Director 
Oeneral to approve an application for amendment, the 
certificate holder may petition the Director Oenernl to 
reconsider the refusal. 

g. An Alr Operator Certlllcnte, or RPAS Operating Certificate 
which has been revoked may not be renew. 

I 19.-11 Recency or Operations ror Air Operator Certificate or RPAS Operating 
Certificate 
a. No Air Operator Certlflcate, or RPAS OperatinR Certificate 

holder may conduct a kind or operation for which It holds 
authority In hs Opemtlons Specifications unless the certlfleate 
holder has conducted !hat kind or operation wtthln the 
precedlnl! number or censecurrve calendar days specified In 
this prun,iraph: 
I. For domestic, !lag or commuter operations • 30 (thirty) 

consecutive calendar days. 
2. For supplemental or charter operations - 90 (ninety) 

consecutive calendar days. 
3. ParaJ!fflph n.2. not applicable, 1r the certificate holder has 

authority to conduct do.mestlc or flna operations, and hn.s 
conducted domestic or flaa operations wlthJ'n the 
previous 30 flhlrty) days. 

b. 1r an Air Operator Certlflcate, or RPAS Operatlnl! CertiOcate 
holder does not conduct a kind or operation for which it Is 
authorized In its Operations Specillcntions within the number 
or calendar days specified in paragraph (a) or this section, h 
shall not conduct such kind of operation unless· 
I. It advises the Director Oenernl at least !I (flvel 

consecutive calendar days before resumption or that klnd 
of opemtlon; and 

2. It makes ltselr available and accessible durln,i the !I fflve) 
consecutive calendars day pertod in the event that the 
Director OenemJ decides to conduct n full Inspection to 
determine whether the certificate holder remnlns properly 
and adequately equipped and able to conduct a safe 
operation under appropriate provisions or CASR and 
operations specification or that kind or operation. 
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l 19.-19 ManaROment Personn•I Required for Air Operator Certificate Holder 
a. Each Air Operator Certificate holder must have sufficient and 

quallRffl manaaement and techmeal personnel to ensure the 
high•st degree or safety in its operations. The certiflcat• holder 
must have quahfled personnel serving full-tlme In the 
following or equivalent positions: 
I. Mnnagtng or President Director 
2. Director or Sar•ty 
3. Director or Quality (who may also ho Director or Safety! 
-1. Director or Operation 
5. Dl~tor of Maintenance 
6. chi.r Pilot 
7 Chiof Inspector 
8. Chiof FliRJ,t Attendant. 

b. Upon application by the certificate holder, the Director on 
behalf or Director O•neral may approv• different positions or 
number or positions than tho .. listed In paragraph a. or this 
section for a particular operation tr the eernfteate holder 
shows thnt It can perform the operation with the hi1th•st 
de,uee of safety under the dtreeuon of fewer or different 
cate20r1~s of management personnel due to: 
l. Th• kind or operation Involved; 
2. The number nnd typo, or aircraft u .. d; and 
3. The area of operotions. 

e. The tttle or the posltJons required under paragraph n or this 
section or the title and number o( equtvalent positions 
approved under parngraph b or this seeuon shall ho set forth 
In the eernfleate holder's Operations Specifications. 

d. Except In the l)llt"Ol!rnph I! or this section, the individuals who 
serve In the positions required or approved under parn11mph 
a. or b. of this section and anyone in a position to exercise 

119.47 Maintaining 11 Principal Base or Opemtfons, M11ln Operations Bose, 
and Main >.ta.lntena.nce aase: Chan2e of Address 
a. Each cerrlflcate holder must maintain n principal base or 

operations. Each eertlflcate holder mny also establish a main 
operotlon base and a main malntenance base which may be 
located at either the same location as the principal base of 
operations or at sepamte locations. 

b. At i•ast 30 (thirty) days before it proposes to establish or 
chanll." the location or Its principal base or operations, its 
main eperauens base, or Its main maintenance base, a 
cernfleare holder must provide written notlOcatlon to the 
Dfrector Oeneral. 

119.46 Replacemern or Lost or Desrroved Certificate 
a, For certificates that are lost or destroyed. Certificate Holders 

can submit a request for a. replacement certIRcnte by 
submitting a letter to the Olrtttor General. 

b. Procedure for replacement eerufleate Is proscribed by the 
Director Oeneral. 

b. If the Dlrector General determlnes that safety In air 
transportation and the public tnterest requires the 
amendment. 
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I 19.!5 I Management Personnel Qualifications for Air Operator Certificate 
Holder 
a, To serve as Director or Safety under paragraph I 19.49 a. a 

person must- 
1. have meet the following criteria: 

al at least I (ene] year experience In aviation safety or 
quality; 

b) flight eperauona! experience; 
c) technical background In aeccrdanee with Its 

opernttons; 
d] Interpersonal skill; 
e] annlytlcnl and problem solving sktll; 
I) management skill; 

control over operations conducted under the opemtlng 
certificate must· 
I. meet the required minimum specified In section 119.!5 I 

through trnlnlng. expertenee, and expertise; 
2. To the extent of their responsibilities, have a full 

understandlng or the followtnl[ materials with respect to 
the eernfleme holder's opemtion: 
al Avtatlon safety standards and safe operating 

pmcuces: 
b) Civil Avtallon Saf.,ty R"l!lllatlons (CASRI; 
c) The eernflcete holder's Operations Spedflcations: 

nnd 
di The eertlflcnt" holder's manual required by CASR 

Pan 121 and/or 13!5. 
3. Discharl!" their duties to meet applicable le.1[111 

requirements and to maintain safe operauons; and 
-1. Passed flt and proper test. 

e. Each appUcnnt shnll submit the names of persons nominated 
to each position required by this subpart on an acceptable 
nomination form, ttvtna sufficient detalls to demonstrate that 
the candidate quallflcntlons, experience, and background. 

r. Each eertlflcate holder must· 
I. State In the general pollcy provisions or the certlflcate 

holder's manual required by section 121.133 and 
121.369 or 13!5. 133 and 13!5.141 or the CASR, the duties, 
r..sponslbllltles, and authority or personnel required 
under paragraph a. or this section: 

2. Lfst In the operation manual the names and business 
addresses or the Individuals assll[ned to those positions: 
and 

3. Notify any vacanev and submit the proposal for anv 
chanl!" or Its management personnel within 10 (ten) days 
to the Director Oenernl 

g, To serve as Managing or President Dlreetor, o person must· 
I. have eperauonal nnd managerial sktll to manage the 

commerdal air transpon business; 
2. have never been Involve In a criminal a.ct based on a 

coun decision that has obtained permanent l•R'll force 
related to the operation or air transport; and 

3. when manaae a commerclal atr transport business 
OrJ!llnlmtlon, has never been declared bankrupt In 
accordance with the provision or the legislation. 
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g) ornl and written communication skill; and 
hi understanding of the human factor. 

2. knows the contents of the certlflcate holder's manuals 
and operations specifications, and the provisions of this 
pan necessary 10 the proper performance of his duties. 

b. To serve as Director of Quality under paragraph 119.49 a. a 
person must- 
1. have meet the following criteria· 

a] at least l [one] year experience In aviation quality; 
b) Olght operational experience: 
cJ technical background In accordance wttb Its 

cperarlons; 
d] Interpersonal skill; 
eJ nnnlytlcnl and problem solving skill; 
f) management skill: 
g) ornl and written communication skill; and 
hi understanding of the human factor. 

2. knows the contents of the eerttfleate holder's manuals 
and cperatlons sptttflcatlons. and the provisions of this 
part necessary to the proper performance of his duties. 

e. To serve as Director of Operation under pamgraph 119.49 a. 
for pan 121 kind of opemtlons a person must- 
l. knows the contents of Lhe eerrlfleate holder's manuals 

and operations specifications, and the provisions of this 
pan necessary 10 the proper performance of his duties; 

2. holds airline transport pilot licence; with at least 3 (three] 
years supervisory or manaROrinl experience within the 
last 6 (six) years in a position that exercise operatlonal 
control over any operation conducted with larRO 
aeroplane under part 121. 

3. In the case of a person becemtng a Director of 
Operations: 
aJ For the first time ever, have at least 3 (three) year 

experience, within the past 6 (six) years, as pilot In 
command of a large aeroplane operated under pan 
121 or pan 13!1; or 

bl In the case of a person wtth previous experience as a 
Director of Operations, have at least 3 [three] year 
experience as pilot In command of a large aeroplane 
operated under pan 121 or pan 13!1. 

d. To serve as Director of Operation under pam,uaph 119.49 a. 
for pan 13!1 kind of operations a person must- 
l. knows the contents of the ce-nlflcate holder's manuals 

and operations s~ncations, and the provisions of this 
part necessary to the proper performance of his duties; 
and 

2. held airline tranaport pilot licence (or a commercial pilot 
llc:enc:e If none of the aircraft uttltzed by the certificate 
holder requlre an airline tmnspon licence}; 

3. has hod at least 3 [three] year experience as pilot-In· 
command of slmllnr types of alrcmfi with which the 
opernuens are to be conducted; or 

+. has had nt least 3 [three] year experience as Director of 
Operations or n position of compamble responsibility 
with a certificate holder using similar types of aircraft. 
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e, To serve as Director or Malntenan~ under paragraph 119.49 
letter a. a person must- 
1. Holds on appropriate AME lleence, or equtvalem 

quallJlcotlons acceptable to the Director General: 
2. Hos had nt least 5 (five) years or experience In the 

matruenanee or similar types or Aircraft with which the 
operations are to be conducted, I [one] year or which 
must have been in a supervisory eapacltv; and 

3. Knows the maintenance pans o.£ the certificate holder's 
manuals and operations speclflcations and the applicable 
maintenance provisions or this part. 

r. To serve os Chier Pilot under paragraph 119.49 a. for pan 121 
kind or operations a person must- 
1. Holds airline transport pilot lteense with appropriate 

ratlnRS and be quallJled to serve as pilot In command In 
at least 1 (one) or the aeroplane used by the olr operator, 

2. In the case or a person becoming a chler pilot: 
of For the first time ever, have at least 3 (three) year 

experience, within the past 6 (six) years, as a pilot In 
command or a large aeroplane operated under part 
121; or 

ht In the ease or a person wnh previous experience as a 
ehlef pilot, have at least 3 (three) year experience, as 
a pilot In command or a large aeroplane operated 
under part 121; 

3. knows the contents or the certlflcate holder's manuals 
and operations specifications. and the provisions or this 
pan neeessarv to the proper performance of his duties. 

R, To serve as Chier Pilot under parnRraph 119.49 a. for pan 13!1 
kind or operations a person must- 
!. holds airline transport pilot licence with appropriate 

ratings, or a commercial pilot licence, with appropriate 
ratings, if none or the aircraft utilized by the certificate 
holder have a maximum certified take-cff weight or 
Rreater than 5,700 (five thousand seven hundred) 
kll0Rr11ms. The Chier Pilot must be quallfled 10 serve as 
pilot In command In at least I [one] aircraft used by the 
atr opemrer; 

2. has accumulated not less than I 000 (one thousand) 
houn as pilot-In-command on similar types or alrcrart or, 
.. 1thln the preceding !I (fi,..,) years, hos acted as pilot-In· 
command ror at least 3 [three] three years and 
accumulated not less than 500 hours as pilot-In­ 
command on similar types or a.Ircraft with a certificate 
holder; and 

3. knows the contents or the certificate holder's manual nnd 
operations specifications, and the provisions or this pan 
neeessarv to the proper performance or his duties. 
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h. To serve as Chief Inspector under paragraph 119.49 a. a 
person must- 
1. Holds an appropriate AME license which has been valid 

for at least 3 (ftve) consecutive years: 
2. Has had at least 3 (three) vears of dlverstfled 

maintenance experience on similar types o( aircraft with 
which the operations are to be conducted with an Air 
Operator or A.M.O., I fone) vear of which must have been 
as a maintenance inspector. and 

3. Knows the malntenance pans o( the ceniftcate holder's 
manual and operations speciftcatlons, and the applicable 
matntenanee pmvisions of this pan. 

I. To serve as Chief Flight Attendant under paragraph 119. 49 a 
a person must· 
I. holds fifaht attendant ceruflcate and be quallfted 10 serve 

as fill!ht attendant for at least I (one) types of aircraft 
used by the air o~rotor; 

2. has had at least ~ (five) years of experience as fill!ht 
attendant and I (one) year as 81.l!ht attendant supervisor 
In the highest complalty alrcrnf] ratings used by the alr 
operaror: and 

3. knows th" appropriate CASR and the eernfleate holder's 
manuals. 

J. No cerufleate holder may assign a person to act In a position 
of management over operational matters or personnel, unless· 
l. An official m.anaszement position has been created In 

accordance with this Section and is published In the 
of'R.}nlzotion chart, 

2. a list of minimum quallflcotlons the tneurnbent must 
pos5"s Is published In the operation manual, and 

3. The Information required bv section 119.49 Is published 
In the operation manual. 

k. Where an applicant flies for a deviation to any qualification 
listed In this section, the Director General may after 
conslderotlon, decide to so~ an exemption to certain 
quallflcallon.s where: 
l. the ~rson's experience, qualifications and background 

are acceptable to the Director Oeneml, 
2. the scope and size of the proposed operations Is such 

thnt n lower level of quallftcattons would be acceptable to 
achleve n satisfactory level of safety, and 

3. at the dtscreuen of th• Director General, the manager 
nominee agrees to undergo an examination to test his 
sultablllty for the posltlon. 

119.53 Management P<,rsonnel Required and Qualification for Operating 
Certificate Holder 
a. Each eernfleate holder must have a proJl!Um ma.nasz:er to 

ensure the hiah"5t d"l!ftt of safety In Its operations, where 
has reason to believe based on the background of such 
person, th.at person is not o. threat to the safe and proper 
operations of the atreraft. 
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I 19.55 Manngement Personnel Required and Qurulftcatlon for RPAS 
Operatlnl( Certlftcate Holder 
a, Each eerttflcate holder must have a provnm manaRer to 

ensure the hil(hest deJUtt of safety in Its operations and 
Implementation of quality management system, where the 
Oirtttor Oeneml has reason to believe, based on the 
background of such person, that person Is not 11 threat to the 
safe and proper operations of the RPAS. 

b. Each RPAS operatlng eernfleote holder must have sufficient 
qualinNt mo.naa.ement and technical personnel to ensure the 
hil(hest dCJUee or safety In Its operations. 

c, The cenlficate holder must have qualified management 
personnel as ltsted In paragraph b In the foDowtn11 or 
equivalent posltlons: 
l. chief remote pilot; and 
2. chief engineer. 

d. The Chief Remote Pilot as listed In paragraph c point I must 
hold at least a remote pilot license with appropriate rntlngs. 

e. The Chief Engineer listed In pamgraph c point 2 must hold 
cernfleate of maintenance approval (COMA) with appropriate 
mtlnJ!S. 

r. Upon application by the certificate holder, the Director on 
behalf of Director General may upprove different positions or 
number or positions than those listed In pnraJU1tph b and 
paraJUaph c of this seenon under certain circumstances where 
It can perform the operation with the highest degree of safety 
under the direction or fewer or different categories of 
management personnel. 

b. Each certlflcnte holder under CASR pan 91 must have 
sufficient qualifled management and technical personnel to 
ensure the highest degree of sarety In us operations. The 
eerufteare holder must have qua.lifted personnel In the 
following or equivalent positions: 
I. Chief Pilot; and 
2. Chief Enj!lneer 

e. The Chief Pilot must hold nt least commerclnl pilot licence or 
prtvnte pilot license If the alrcraf]. utilized by the cernflcate 
holder docs not meet requirement with a mo.x:lmum cerrrfled 
take-off well(ht of JUeater than 5,700 in,.,, thousand seven 
hundred] kilogrnms or Jet engine with the appropriate ratings. 

d. The Chief Engineer must hold atrernf] maintenance engineer 
license with appropriate ratings. 

e. Upon appllc11tlon by the certificate holder, the Director on 
behalf of Director Geneml may appro,,, different positions or 
number of positions thnn those listed In paragraph b. of this 
section under certaln circumstances where lt ron perform the 
operation with the hll(hest degree of safety under the direction 
or (ewer or different cnt~rfes of managemeru personnel. 

t. The title of the positions required under paragraph b. of this 
section, or the title and number of equivalent positions 
approved under paragraph e, of this section shall be sot forth 
In the certiflcnte holder's Opemtlons SpeclRcntlons 

g. Each eerttflcme holder must notify nny vacancy and submit 
the proposal for any change of us management personnel 
within IO (tent days to the Director General 
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g. The title of the positions required under pamgrnph b ond 
paragraph c of this section, or the title and number of 
equlvalent positions approved under pamgrnph r of Lhls 
section shall be set fonh In the eernflcare holder's Operations 
Spec!llcatlons. 

h. Each cernfleare holder must notify any vacanev for the 
position as listed In par"l!fflph b ond paraJ(mph c, ond submit 
the proposal for o.ny cho.n.ze of its managernent personnel 
within IO {ten) days prior to Lhe effective date or vocancv or 
chan~. to the Director OeneroJ. 
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